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 ABSTRAK 
Impelementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa. Dalam hal ini 
pemerintah Desa dilakukan oleh kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa 
sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam 
pembangunan Desa kepala Desa memiliki tugas dan tanggungjawab yang harus 
dilaksanakan, karena kepala Desa memiliki peran sebagai ujung tombak atas 
pembangunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didesa. Didalam pasal 1 ayat 
(8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatkan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam 
pembangunan Desa kepala Desa wajib melibatkan dan menampung aspirasi dari 
masyarakat Desa. 
Dari latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah 
yang akan dipecahkan oleh penulis yaitu bagaimana implementasi Pasal 78 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap 
implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Tujuan 
utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap implementasi 
pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Selain itu penelitian ini 
juga bertujuan untuk menganalisis tinjauan dari fiqh siyasah terhadap peran 
kepala Desa dalam implementasi pembangunan Desa Pandansari. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat 
penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskritif, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang 
peran pemerintah Desa dalam pembangunan. Penelitian ini bersumber dari data 
primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, 
sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (library 
reseach) berupa Al-Qur‟an, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para 
ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainya. Data-data yang 
diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif 
melalui metode yang bersifat deskritif analisis dengan pendekatan induktif. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan didesa Pandansari 
sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut dilihat dari berbagai program yang 
sudah dilaksanakan. Meskipun dalam pelaksanaannya kepala Pekon kurang tegas 
dan cekatan dalam mengambil keputusan serta kurang mendisiplinkan aparatur 
Pekon. Tinjaun fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan, bahwa peran kepala Pekon sudah 
sesuai dengan sifat nabi, walaupun pada kenyataanya sikap kurang tegas dan 
disiplin itulah yang membuat peran kepala Desa (pekon) kurang maksimal dalam 
melaksanakan dan menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan Undang-
Undangan Desa. 
  
   
   
 MOTTO 
 
                         
                             
Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara 
manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 
SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah 
SWT Maha mendengar, Maha melihat.
1
(Q.S.Annisa : 58) 
  
                                                             
1
Departemen Agama, Ri. Al-Qur‟an Dan Terjemahan (Jakarta: Cv Putra Sejati Raya, 
2003), h, 413. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
A. Penegasan Judul 
Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan 
judul proposal dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. 
Judul ini adalah ”TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP 
IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 
2014 TENTANG DESA (Studi Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”.  
Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan 
dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:                     
1. Tinjauan adalah hasil telaah pandangan, pendapat setelah menyelidiki 
dan mengamati suatu objek tertentu.
2
 
2. Tinjauan fiqh siyasah dalam ruang lingkup Siyasah Dusturiyah adalah 
peraturan tentang tingkah laku pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam 
menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama 
Islam dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya.
3
 
 
                                                             
2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1990), h. 951. 
3
H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-
Rambu Syariah, Edisi Kedua (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 48. 
 3. Pasal 78 BAB IX Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan 
sebagai berikut: 
a. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan. 
b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan. 
c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (b) 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
4
 
4. Pasal 1 BAB 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa 
adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5
 
                                                             
4
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab IX Pembanguna Desa 
Dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pasal 78. 
5
Ibid, Bab I Pasal 1 Ayat (1). 
 5. Pasal 1 BAB 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6
 
Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi 
ini adalah Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pembangunan 
Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal 
tersebut adalah:  
1. Alasan Objektif 
Kajian tentang implementasi Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 2014 perlu dibahas karena implementasi pembangunan Desa 
masih kurang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.Pembangunan 
Desa Pandansari belumsesuai dengan yang di tetapkan dalam Pasal 78 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang implementasi 
Pembangunan Desa. Meninjau pandangan Fiqih siyasah terhadap 
implementasi pembangunan Desa, serta kurang amanahnya kepala desa 
dalam melaksankan pembangunan Desa dalam memajukan Desa. 
 
 
                                                             
6
Ibid, Bab I Pasal 1 Ayat (8). 
 2. Alasan Subjektif 
a. Untuk menambah pengetahuan tentang Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang PembangunanDesa. 
b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian proposal 
skripsi ini. 
c. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu 
di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyasah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Tidak meratanya pembangunan daerah pedesaan di negeri ini masih 
menjadi masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan dipedalaman 
sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan 
suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang 
dilakukan secara terencana. Pembangunan merupakan proses perubahan 
yang mencangkup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, 
infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan 
budaya.
7
 
Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian Pembangunan 
Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pembangunan Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang 
dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan 
                                                             
7
Risma Handayani, Pembangunan Masyarakat Pedesaan (Makassar: Alauddin 
University Press, 2014), h. 2. 
 bersama.
8
 Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Republik 
Indonesia.Pembangunan nasional akan terwujud apabila didukung oleh 
situasi dan kondisi yang tertib, yakni ada perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun 
daerah termasuk desa. 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Desa 
adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9
 
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Oleh karena itu, 
Desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dituntut untuk 
mandiri, agar lebih profesional, efesien, efektif dan terbuka serta 
bertanggung jawab dalam mengurus atau menjalankan rumah tangganya 
sendiri dalam melaksanakan pemerintahan Desa. 
Tujuan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya 
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 kesejahteraan masyarakat Desa.
10
 Didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan desa yang terdapat tiga (3) 
ayat: 
1. Pembangunan Desa bertujaun meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
Desa dankualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan 
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta 
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan. 
3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan 
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
11
 
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tepatnya pada pasal 78 ayat (2) bahwa pembangunan Desa meliputi tahap 
perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan.
12
 Oleh karena itu, kepala 
desa harus melakukan pengawasan pada setiap pembangunan agar tepat 
sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. 
Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan 
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 pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan 
masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13
 
Suatu daerah akan lebih maju apabila dilakukan pembangunan baik 
dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat 
sasaran, serta adanya pengawasan dari kepala desa dan juga partisipasi dari 
masyarakat. 
Dalam sebuah hadist menjelaskan pentingnya pembangunan di suatu 
wilayah atau daerah: 
 ٍِ ْت ِشَْ َت ُّزنا ٍْ َػ ِھََِتأ ٍْ َػ ٍواَشِھ ٍْ َػ ٌةَْ َھُو َاَنث َّذَح ٍذََسأ ٍُ ْت يَّهَؼُي َاَنث َّذَح َ ُّههَهَِض َس ِوا َّوَؼْنا
 اةَيْزُح َر ُْخَأََف اُلًثَْحأ ْىُكُذََحأ َزُْخَأٍ ٌْ ََلَ َلَاق َو مَسَو ِھَْ َهَػ ُّلله يَّهَص ٌِّ ِثَّننا ٍْ َػ ُھْنَػ
 َِغنُي َْوأ ٌَ ِطُْػأ َساَّننا ََلأَْسٍ ٌْ َأ ٍْ ِي ٌشَْ َخ َُھھْجَو ِِھت ُّلله َّفَُكََف َغََِثََف ٍةَطَحْنِي 
 
Terjemahnnya: Diberitakan kepada kami Mua‟lla ibn Asad, diberitakan 
kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn 
al-Awwam r.a, dari Nabi Saw. bersabda: “Sungguh alangkah baik 
jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu 
bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya 
dengan membuka wajah (tanpa rasa malu}karena Allah, daripada 
meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al-
Bukhari).
14
 
 
Hadist diatas menjelaskan bahwa salah satu pilar pembangunan adalah 
pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya 
dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Hal ini, mempertegas bahwa 
kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Malas, kemiskinan dan 
kebodohan akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Jadi 
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 pembangunan wilayah harus dimulia dari membangun individu-individu 
yang menempati wilayah tersebut. 
Oleh karena itu, tingkat pembangunan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan dan kualitas hidup 
manusianya. Karna, kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya 
pembangunan yang dimulai dari diri sendiri yakni kurang kesadaran untuk 
meningkatkan kualitas hidupnya, kesadaran pentingnya mengubah suatu 
kondisi untuk menjadi lebih baik.  
Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan harus menjalankan 
kepemimpinannya dengan baik. Didalam Al-Qur‟an pemimpin disebut 
dengan ulil amri.
15
Dijelaskan juga didalam Al-Qur‟an didalam Surah An-
Nisa ayat 59. 
                       
                            
           
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian juka kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalika ia kepada Allah (Al- 
Qur‟an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kep-
ada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59) 
 
Ayat diatas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang penting yang 
harus ditunaikan oleh umat islam untuk menaati Allah SWT, Rosulullah, 
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 dan Ulil Amri.
16
Ulil Amri adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan 
wewenang untuk mengemban suatu urusan atau tugas.
17
 Kepala Desa adalah 
pemimpin yang memiki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam 
pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin 
bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya. Sebab itu, 
kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-
mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab untuk 
melayani rakyat. 
Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan Desa, kepala 
Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggungjawab 
atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung 
tombak pembangunan. 
Peran kepala Desa sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-
pembangunan yang ada didesa Pandansari, salah satu percepatan didesa 
Pandansari antara lain kegiatan rutin posyandu, tersedianya sarana 
pendidikan Taman kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah 
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun dibalik 
semua itu, masih ada pembangunan-pembangunan yang belum 
terlaksanakan seperti pembangunan dalam bidang penanggulangan 
kemiskinan, perbaikan jalan dan jembatan. 
Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak 
terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu 
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 pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi 
masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, 
sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa belum mampu 
menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kurang 
adanya peran kepala Desa dan perangkat Desa berkomunikasi kepada 
masyarakat Desa Pandansari, yang menimbulkan kurang adanya kesadaran 
masyarakat untuk ikut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung. 
Seperti halnya untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah 
dibangun seperti adanya irigasi yang kondisinya tidak terawat yang dipenuhi 
oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rumput liar, sehingga irigasi 
tidak berfungsi dengan baik, serta penanggulangan kemiskinan yang kurang 
tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akan adanya 
bantuan yang tidak sesuai atau tepat sasaran, serta ada beberapa saranan dan 
prasarana yang belum terlaksanakan seperti jalan dan jembatan yang belum 
diperbaiki. 
Dengan melihat adanya permasalah-permasalah tersebut penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah 
dan dirumuskan dalam sebuahh judul: “Tinjuan Fiqh Siyasah Terhadap 
Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Studi 
Pembangunan Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 
Pringsewu)”. 
 
 
 D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini  adalah: 
1. Bagaimana implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Pringsewu? 
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pembangunan 
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu?  
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a) Untuk mengetahui implementasi pembangunan Pasal 78 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
b) Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah tentang implementasi 
pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu? 
2. Kegunaan Penelitian  
a) Kegunaan Secara Teoritis 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem 
 ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata 
Negara. 
2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran 
politik, khususnya yang berkaitan dengan politik islam di 
lingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan 
perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara. 
b) Kegunaan Secara Praktis 
1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya. 
2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis. 
3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih 
gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung. 
 
F. Metode Penelitian 
Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam 
skripsi ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat 
diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam 
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan 
penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang 
 dilaksanakanuntuk memperoleh data-data, fakta-fakta secara sistematis 
untuk mewujudkan suatu kebenaran.
18
 
Metode penelitian adalah cara berbuat dan berfikir yang dipersiapkan 
secara baik untuk mengadakan penelitian serta untuk mencapai tujuan yang 
baik.
19
 Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan 
metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang 
cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi 
sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam 
melakukan suatu perintah ilmiah sumber data. 
Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode 
yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otetik. 
Adapun data yang digunakan sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan 
Penelitian Lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan 
untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu 
penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 
belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta 
interaksinya dengan lingkungannya.
20
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 b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 
Metode deskritif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek 
yang bertujuan membuat deskritif, gambaran atau lukisan secara 
sistematis dan objektif,mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 
hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.
21
 
2. Sumber Data 
Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data 
dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. Data Primer 
 Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang 
dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau 
menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik 
dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 
data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam 
hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, 
dimana penelitian ini dilakukan didesa Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
b. Data Sekunder  
   Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan 
langsung dengan sumber data asli. Data sekunder dalam hal ini 
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 merupakan sumber data sebagai pelengkap.
22
 Pengumpulan data 
sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan 
penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, 
mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan 
perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai 
hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. 
3. Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling 
penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan 
data.
23
 Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data 
yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan 
data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan 
prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan 
data
24
: 
a. Observasi 
Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan 
untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab 
pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan didesa Pandansari 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.  
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 b. Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya 
jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berdasarkan masalah, 
tujuan dan hipotesis penelitian.
25
 Dalam penelitian ini dilakukan 
wawancara terhadap lurah dan perangkat desa serta tokoh agama dan 
masyarakatnya. 
c. Dokumentasi 
Dekumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel 
tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang 
berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catetan, transkip, 
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainnya
26
 
yang ada hubungannya dengan penelitian. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 
memiliki karasteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai 
yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, 
lembaga, media dan sebagainya.
27
 Populasi digunakan untuk 
menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang 
menjadi sasaran penelitian.
28
 Dalam skripsi ini populasinya adalah 
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 kepalah desa dan perangkat desa serta tokoh adat dan masyarakat 
Desa Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek 
penelitian.
29
 Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 
penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus 
sehingga layak dijadikan sampel.
30
 Purposive sampling adalah peneliti 
menetukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan 
tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan 
sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: Kepala Desa, Kepala Rt (2 orang), Perangkat Desa (10 
orang), Tokoh Agama (1 orang), Tokoh Masyarakat (4 orang), 
Masyarakat (4 orang). Maka dalam hal ini sampel dan populasi ini 
berjumlah 22 (dua puluh dua) orang yang dilakukan didesa Pandansari 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
5. Analisis Data  
Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur 
penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-
orang.
31
 Dengan kata lain metode kualitatif artinya menguraikan data 
sehingga memudahkan interpretasi datadan pemahaman hasil 
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 analisis.
32
 Pendekatan induktif, merupakan proses pengambilan 
kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu 
atau dua fakta atau bukti.
33
 Cara berfikir induktif merupakan 
pendekatan yang diawali dengan fakta kemudian di general dengan 
suatu teori. 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pemimpin Dalam Perspektif Fiqh Siyasah 
1. Pengertian Pemimpin 
Pemimpin didalam hukum Islam bisa diartikan dengan imamah, 
khalifah, dan ulil amri. Ulil Amri oleh ahli Al-Qur‟an Nazwar Syamsu, 
diterjemahkan sebagai  functionaries, orang yang mengemban tugas, atau 
diserahi menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep Ulil 
Amri adalah keberagaman pengertian yang  terkandung kata amr. Kata amr 
biasanya diterjemahkan  dengan perintah (sebagai perintah Tuhan), urusan 
(manusia atau Tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh Tuhan atau 
manusia), kepastian (yang ditentukan oleh Tuhan), bahkan juga bisa 
diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan
34
 amr adalah 
suatu perintah atau tugas untuk seorang pemimpin dari Tuhannya, dan wajib 
untuk dilaksanakan. Allah SWT berfirman didalam Surah An-Nisa Ayat 
(59) 
                      
                            
           
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian juka kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada 
Allah (Al- Qur‟an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59). 
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 Allah SWT mewajibkan kita semua untuk menaati ulil amri di antara 
kita merekaadalah para imam (khalifah) yang mengatur urusan kita. Hisyam 
Ibn Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah R.A, bahwa 
Rosulullah Saw bersabda, “akan datang kepada kalian sepeninggalanku 
nanti para pemimpin. Ketika itu, pemimpin yang baik akan datang kepada 
kalian dengan kebaikannya dan pemimpin yang jahat akan datang kepada 
kalian dengan kejahatannya. Oleh karena itu, dengarkanlah mereka dan 
taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbut baik, 
kebaikan tersebut akan menjadi milik kalian dan mereka. Namun, jika 
mereka berbuat jahat, kebaikan menjadi milik kalian dan kecelakaan akan 
menimpa mereka.
35
 Dapat diartikan bahwa pemimpin yang baik akan 
membawa kebaikan untuk seluruh umatnya, dan pemimpin yang jahat akan 
membawa celaka untuk umatnya. Maka wajib bagi kita untuk menaati 
pemimpin yang baik dan menegur seorang  pemimpin yang melakukan 
penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  
Ath- Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Ulil Amri 
adalah para amir. Ath Thabari menyatakan, pendapat paling tepat terkait 
makna Ulil Amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa 
mereka adalah para amir dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah 
SWT, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Wajhul 
astidhlal dari ayat tersebut (An-Nisa Ayat 59) adalah Allah SWT 
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 mewajibkan kaum muslimin untuk taat kepada Ulil Amri dari kalangan 
mereka.  
Ulil Amri adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada 
pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin. Karena 
Allah SWT tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang yang tidak ada 
wujudnya, dan juga tidak mewajibkan taat kepada orang yang 
keberadaannya mandub (sunnah). Maka, perinta untuk taat kepada Ulil 
Amri menuntut perintah untuk mewujudkan Ulil Amri. Jadi, hal ini 
menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah 
kewajiban bagi mereka.
36
 
Ada beberapa definisi ulil amri menurut ulama fiqh, antar lain: 
Ibnu Qayyim menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Abdullah 
bin Abbas: ulil amri adalah para ulama‟. Dalam riwayat lain dari Abu 
Hurairah dan Ibnu Abbas: Mereka adalah para Pemimpin. 
Ibnu Taimiyah, ulil amri adalah orang yang memegang perkara dan 
pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk 
didalamnya orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, juga orang 
yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, ulil amri ada 
dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia 
akan bagus. Namun apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula. 
Syaikh Mahmud Syaltut berkata, ulil amri adalah para ahli pikir yang 
dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spealisasi dalam membahas 
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 urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap 
kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka 
sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa 
yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan 
argumentasi.
37
 
Dr. Abdul Hamid Mutawali mendefinisakan ulil amri dengan: Mereka 
sebagaiman yang dikatankan oleh para ulama syariah ada dua golongan: 
a. Ulil amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) 
b. Ulil amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan 
nama dewan legislatif dan eksekutif.
38
 
Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat ulama tentang definisi 
Ulil Amri, maka dapat diartikan bahwa ulil amri adalah orang yang 
memiliki kekuasaan untuk memimpin umatnya. Oleh karena itu, kita 
sebagai umat wajib menaati ulil amri, sebagai pemegang kekuasaan yang 
sah atas negara menurut syara‟, akan tetapi ketika pemerintah mengeluarkan 
Undang-Undang atau perintah kemaksiatan, tidak ada kewajiban patuh dan 
taat sedikitpun kepadanya.
39
 
Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin. Kepemimpinan jika 
ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu leadership 
(kepemimpinan) yang berasal dari kata leader (pemimpin), dan akar katanya 
to lead yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungannya: 
bergerak lebih awal, mengambil langkah diawal, berbuat paling dulu, 
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 memelopori, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui 
pengaruhnya
40
 artinya pemimpin merupakan faktor penentu bagi efektivitas 
dan efesiensi kegiatan organisasi.
41
 
Jika kepemimpinan memiliki arti luas, pemimpin merupakan 
spesifikasi dari kepemimpinan tersebut. Dengan demikian, pemimpin bisa 
diartikan sebagai individual yang menduduki suatu status tersebut diatas 
individu yang lain didalam kelompok, dapat dianggap seorang pemimpin  
atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya 
melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tetentu.
42
 
Pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang 
tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya, kata 
pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan yang mempunyai 
keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.  Kepemimpinan terkadang 
dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. 
Dalam lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun non 
formal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang 
yang memiliki kemampuan lebih kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai 
orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang 
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 seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Kata pemimpin itulah lalu 
muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang).
43
 
Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau 
kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku 
orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadis 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.
44
 
Kepemimpinan pada dasarnya adalah mengedepankan, 
memperhatikan, dan lebih menjaga urusan agama dari pada urusan duniawi. 
Tunduk kepada ketaatan atau kemauan menaati perintah dan larangan Allah 
SWT, dan Rosulullah Saw dalam semua aspek kehidupan. Demikianlah 
yang difirmankan Allah SWT yang menjelaskan tentang perintah untuk 
menaati ulil amri. 
Kepala Desa atau seorang pemimpin yang telah melaksanakan 
kewajibannya dengan baik, maka kepala negara juga memperoleh hak-hak 
yang harus dipenuhi oleh rakyatnya. Menurut Al-Mawardi, hak kepala 
negara atau pemimpin atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu: hak untuk ditaati 
dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala negara 
atau pemimpin menjalankan pemerintahan dengan baik.  
Dalam hal yang pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah hal yang 
mutlak. Pemimpin hanya dipatuhi dan ditaati selama ia dapat menjalankan 
pemerintahan dengan baik dan benar sesuai ajaran islam dan tidak 
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 memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan islam. Kalau syarat tadi 
tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhinya. Itulah sebabnya 
dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung 
kepala negara atau pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi 
nasihat dan peringatan kepada negara agar ia menjalankan tugasnya dengan 
baik.
45
 
Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa arti pemimpin adalah 
seorang kepala negara yang menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai 
dengan syariat Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. 
 
2. Dasar Hukum Pemimpin 
Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat (58) 
                       
                            
Artinya: Sungguh, Allah SWT menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum 
diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. 
Sungguh, Allah SWT sebaik-baik yang memberi pengajaran 
kepadamu. Sungguh, Allah SWT Maha Mendengar, Maha Melihat. 
 
Amanah dalam konteks pemimpin dapat diartikan sebagai 
bertanggungjawab atau suatu pelimpahan kewenangan karena kekuasaan 
tersebut bersumber dari Allah SWT. Kekuasaan tersebut merupakan nikmat 
Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baik sesuai dengan 
prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur‟an dan dicontohkan oleh 
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 sunah Rosulullah. Kekuasaan tersebut kelak harus dipertanggungjawabkan 
kepala Allah SWT.
46
 
Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat (59) 
                      
                            
           
Artinya: Wahai orang-orang yang berima! taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian juka kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalika ia kepada Allah (Al- 
Qur‟an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59). 
 
Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Ulil Amri 
adalah para amir. Ath-Thabari menyatakan, pendapat paling tepat terkait 
makna Ulil Amri adalah pendapat kalangan yang menyatakan bahwa 
mereka adalah para amir dan pemimpin yang wajib ditaati karena Allah 
SWT, dan dapat memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Ibn Katsir 
menjelaskan, secara tekstual- wallahu a‟lam- ayat ini berlaku secara umum 
untuk seluruh ulil amri dari kalangan amir dan ulama. Inilah pendapat yang 
rajih.
47
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 Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah Allah SWT mewajibkan kaum 
muslimin untuk taat kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil Amri 
adalah para pemimpin. Perintah untuk taat kepada pemimpin menunjukkan 
wajibnya mengangkat seorang pemimpin.  
Karena Allah SWT tidak akan memerintahkan taat kepada seseorang 
yang tidak ada wujudnya, dan juga tidak mewajibkan taat kepada orang 
yang keberadaannya mandub (sunnah). Maka perintah untuk taat kepada ulil 
amri menuntut perintah untuk mewujudkan ulil amri. Jadi hal ini, 
menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah 
kewajiban bagi mereka. 
Allah SWT juga berfirman didalam Surah Al-Hadid ayat (25) 
                      
                        
                     
Artinya:Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti 
yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca 
(keadilan) agar manusia berlaku adil. Dan kami menciptakan besi 
yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia, 
dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan 
rasul-rasulnya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sunggu Allah 
Mahakuat, Mahaperkasa. (Al-Hadid/57: 25). 
 
Tugas para rasul dan para pengikutnya sepeninggal mereka adalah 
menegakkan keadilan di antara sesama manusia sesuai  ketentuan yang 
tertera di dalam kitab yang diturunkan, dan membela penegakkan keadilan 
ini dengan sepenuh kekuatan. Langkah ini hanya bisa dilakukan oleh 
 pengikut-pengikut rasul dengan mengangkat seorang imam yang bertugas 
menegakkan keadilan diantara mereka, dan membentuk barisan pasukan. 
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “agama kebenaran memerlukan 
kitab sebagai petunjuk dan pedang sebagai pembela. Kitab berfungsi sebagai 
menjelaskan perintah dan larangan Allah SWT, sedangkan pedang untuk 
membela dan mempekuatnya.”48 
Seluruh ayat Al-Qur‟an yang diturunkan untuk memberlakukan suatu 
hukum terkait persoalan imamah adalah didasarkan pada prinsip bahwa 
penegakkan imamah syar‟i dan kepemimpinan tertinggi di tengah 
masyarakat  
Islam sebagai suatu kepastian, dan kewajiban tidak lagi diperdebatkan. 
Pasalnya, pelaksanaan hukum-hukum (syariat) bergantung kepada 
keberadaan seorang imam. Hal ini mengingat pelaksanaan hukum 
merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan tugas seorang imam. 
Dengan demikian, pemberlakuan hukum-hukum seperti ini, terlebih dahulu 
menuntut adanya imamah dan daulah Islam ditengah masyarakat Islam. Ini 
menunjukkan bahwa keharusan menegakkan imamah dan daulah ditengah 
masyarakat Islam merupakan kebutuhan dan keniscayaan dalam syariat 
Islam.
49
 
Sabda Nabi dalam kewajiban untuk mengangkat seorang imam, dari 
Irbadh Bin Sariyah, Nabi Saw berdabda, yang 
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 َاَنث َّذَح  ُذْثَػ  ِ َّاللّ  ٍُ ْت  َذ ًَ َْحأ  ٍِ ْت  ِشََِشت  ٍِ ْت  ٌَ اَوْكَر  ٌُّ ِقْشَي ِّذنا اََنث َّذَح  ُذَِنَوْنا  ٍُ ْت  ٍىِهْسُي َاَنث َّذَح  ُذْثَػ  ِ َّاللّ  ٍُ ْت 
 ِءَلًَؼْنا ٌَِنث َّذَح َي َْحٍ  ٍُ ْت ٌَِتأ  ِعاَطًُ ْنا  َلَاق  ُثْؼ ًِ َس  َضَاتْشِؼْنا  ٍَ ْت  ََةٍِساَس  ُلُوَقٍ 
 َوَاق َانَِف  ُلوُسَس  ِ َّاللّ يَّهَص  ُ َّاللّ  ِهَْ َهَػ  َىَّهَسَو  َتاَر  ٍوَْوٍ َانَظَػََوف  اَةظِػْوَي  اةَغََِهت  َْثهِجَو َاھْنِي  ُبُوُهقْنا 
 َْثفَسَرَو َاھْنِي  ٌُ ُوَُؼْنا  َمََِقف َاٍ  َلوُسَس  ِ َّاللّ َاَنتْظَػَو  ََةظِػْوَي  ٍعِّدَوُي  َْذھْػَاف َانَْ َِنإ  ٍذْھَِؼت  َلَاَقف  ْىُكَْ َهَػ 
ىَوَْقِتت  ِ َّاللّ  ِغ ًْ َّسناَو  ِةَػا
َّطناَو  ٌْ ِإَو ا اذْثَػ ااََِّشثَح  ٌَ ْوََشتَسَو  ٍْ ِي ًِذَْؼت اافَِلًتْخا ا اذٍِذَش  ْىُكَْ َهَؼَف ٌِتَّنُِست 
 ِةَّنُسَو  ِءَاَفهُخْنا  ٍَ ٍِذِشا َّشنا  ٍَ ٍَِِّذْھ ًَ ْنا او ُّضَػ َاھَْ َهَػ  ِزِجاَوَّننِات  ْىُكاٍَِّإَو  َسوُُيْلَاَو  ِتَاثَذْح ًُ ْنا  ٌَّ ِ َإف  َّمُك 
 ٍةَػِْذت  ٌَةنَلًَض. 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Basyir 
bin Dzakwan Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Al „ala‟ berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya 
bin Abi Al Mutha “ia berkata: aku mendengar „Irbadl bin Sariyah 
berkata: pada suatu hari Rasulullahu‟ alaihi wasallam berdiri di 
tengah-tengah kami. Beliau memberi nasihat yang sangat menyentuh, 
membuat hati menjadi bergetar, dan air mata berlinangan: “Wahai 
Rasulullah, engkau telah memberikan nasihat kepada kami satu 
nasihat perpisahan, maka berilah kami satu wasiyat." Beliau 
bersabda: " Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mendengar 
dan taat meski kepada seorang budak Habasyi. Dan sepeninggalku 
nanti, kalian akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat, maka 
hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para 
khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu 
dengan gigi geraham, dan jangan sampai kalian mengikuti perkara-
perkara yang dibuat-buat, karena sesungguhnya semua bid'ah itu 
adalah sesat”. (HR. Abu Dawud No. Hadis 3991).50 
Diriwayatkan secara mutawatir dari pada sahabat bahwa mereka 
membai‟at Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi wafat. Setelah itu Abu 
Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya. Lalu Umar menunjukkan 
salah satu diantara enam orang sahabat yang akhirnya memilih Utsman. 
Lalu Utsman mati syahid, lalu kaum muslimin membaiat Ali sebagai 
khalifah. Inilah sunnah mereka terkait khalifah dan mereka sama sekali 
tidak menyepelekan kedudukan khalifah. Untuk itu, berdasarkan perintah 
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 Nabi, kita wajib mengikuti mereka. Hadist ini menunjukkan kewajiban taat 
kepada para pemimpin dalam hal-hal diluar kemaksiatan.
51
 
Pembangunan pada masa khulafar Ar-Rasyidin. Pada smasa 
pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam menjalankan pemerintahannya 
bersifaf netral, yaitu adanya kekuasaan esekutif, legislatif dan yudikatif 
terpusat dalam khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah 
juga menjalankan hukum. Dalam kebijaksanaan pemerintahannya terdapat 
prinsip kebebasan berpendapat, tuntutan ketaatan rakyat, mewujudkan 
keadilan, dan mendorong masyarakat berjihad, serta shalat sebagai intisari 
taqwa.
52
 Dalam pembangunan sosial ekonomi Abu Bakar Ash-Shiddiq 
membangun sebuah lembaga yang mirirp Bait Al-Mal, dimana dikelolah 
harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah. Penggunaan 
harta tersebut adalah untuk gaji pegawai dan untuk kesejahteraan umat 
sesuai dengan aturan yang ada.
53
 Pada masa pemerintahan Umar Ibn Al-
Khaththab dalam menjaga kelancaran adminitrasi dan operasinal tugas-tugas 
eksekutif, Umar melengkapi beberapa jawatan, antara lain:   
a. Dewan Al-Kharraj (Jawatan Pajak), 
b. Dewan Al- Addats (Jawatan Kepolisian), 
c. Nazar Al-Nafiat (Jawatan Pekerjaan Umum), 
d. Dewan Al-Jund (Jawatan Militer), 
e. Bai‟at Al-Mal (Lembaga Pembendaharaan Negara).54 
 
Tujuan dibentuknya jawatan-jawatan tersebut adalah agar tidak ada 
sewenang-wenangnya dalam memutuskan suatu urusan. 
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 Pemerintahan pada masa Utsman Bin Affan. Ada beberapa pembangunan 
yang dibangun pada masa Utsman Bin Affan antara lain: Utsman Bin Affan 
berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan 
mengatur pembagian air kekota-kota, selain itu Utsman Bin Affan juga 
membangun gedung peradilan, perumahan penduduk
55
, jembatan-jembatan, 
mesjid-mesjid dan memperluas masjid nabi di Madinah.
56
 Pembangunan 
tersebut menunjukkan bahwa Utsman Bin Affan sebagai khalifah sangat 
memperhatikan kemaslahatan publik sebagai bentukdari manifestasi 
kebudayaan sebuah masyarakat.
57
Pemerintahan pada masa Ali Bin Abi 
Thalib. Pemerintahan yang berlangsung hanya 6 tahun. Pada masa Ali Bin 
Abi Thalib tidak banyak pembangunan yang dilakukan, Ali hanya 
meneruskan pembangunan yang sudah dibangun pada masa Utsman, dan 
pada masa Ali, Ali memecat para gubernur yang diangkat Utsman dan 
menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan  
menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara serta memakai kembali 
sistem distribusi pajak tahunan diantara orang-orang Islam sebagaimana 
yang pernah diterapkan oleh Umar.
58
 
Dalam ruang lingkup fiqh siyasah pemimpin masuk kedalam ruang 
lingkup siyasah dusturiyah syar‟iyyah (Politik Perundang-Undangan) yaitu 
peraturan tentang tingkah laku seorang pemimpin yang mempunyai 
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 kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam pemerintahannya yang harus 
melaksanakan tanggungjawabnya  dalam menjalankan pemerintahannya 
sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam bertujuan dalam merealisasikan 
kemaslahatan manusia.
59
 
 
3. Syarat-Syarat Pemimpin 
Jabatan tertinggi dalam tatanan negara Islam adalah jabatan al- 
Khalifah atau Al-Imam, maka sudah suatu yang wajib „aqli maupun syar‟i 
untuk tidak memilih orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam mengatur 
urusan negara. Dalam mewujudkan cita-cita membentuk pemerintahan yang 
adil dan makmur bagi semua rakyat, para fuqaha atau ulama-ulama Islam 
telah menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 
Imam atau pemimpin. Beberapa berbagai pendapat para ulama tentang 
syarat-syarat tersebut: 
a. Menurut Al-Mawardi 
1) Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh. 
2) Mempunyai pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad 
didalam berbagai kasus dan hukum. 
3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga, mata, maupun mulut 
sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang 
diketahuinya. 
4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat 
menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. 
5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan 
mengurusi berbagai kepentingan. 
6) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu 
melindungi negara dan melawan musuh. 
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 7) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan 
ijma.
60
 
 
b. Abu Ja‟la al-Hambali menyebutkan empat syarat untuk menjadi 
pemimpin:
61
 
1) Haruslah orang Quraisy. 
2) Memiliki syarat-syarat seorang hakim, yaitu merdeka, baligh berakal, 
berilmu dan adil. 
3) Mampu memegang kendali di dalam masalah-masalah peperangan, 
siyasah, dan pelaksanaan hukuman. 
4) Orang yang paling baik/utama dalam ilmu dan agama. 
 
c. Menurut Imam Al-Ghazali :  
1) Dewasa atau akil baligh. 
2) Memiliki otak yang sehat. 
3) Merdeka dan bukan budak. 
4) Laki-laki. 
5) Keturunan Quraisy. 
6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat. 
7) Kekuasaan yang nyata. 
8) Hidayah.  
9) Ilmu pengetahuan. 
10) Wara‟ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan 
diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).
62
 
 
d. Menurut Ibn Hazm 
1) Kerturunan Quraisy. 
2) Baliqh. 
3) Muslim. 
4) Laki-laki. 
5) Harus menjadi panutan didalam segala urusan, menguasai masalah-
masalah agama, takwa kepada Allah SWT. 
6) Memiliki kekuatan. 
7) Memiliki rasa belas kasihan kepada masyarakat. 
8) Keras dan tegas terhadap rakyat dan bawahannya yang melakukan 
pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. 
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 9) Selalu menjaga kewaspadaan. 
10) Mempunyai kharisma. 
11) Cermat dalam mengatur anggaran. 
12) Konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Al-Qura‟an dan 
Sunnah.
63
 
 
e. Menurut Al-Kamal bin Aby Syarif dan Al-Kamal bin Al-Hamam 
1) Laki-laki. 
2) Wara‟ (adil serta meninggalkan segala sesuatu yang dapat 
menimbulkan konsekuensi kearah kefasikan). 
3) Ilmu‟ (memiliki ilmu pengetahuan mendalam terhadap masalah 
teologi dan fiqih). 
4) Memiliki kepabilitas sebagai pemimpin. 
5) Keturunan Quraisy. 
6) Tertaklif (baliqh  dan berakal). 
7) Bukan budak belian. 
8) Mujtahid.64 
 
f. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa 
1) Islam. 
2) Laki-laki. 
3) Tertaklif ( baligh dan berakal) serta rasyid ( bersikap dewasa). 
4) Memiliki pengetahuan terhadap masalah agama. 
5) Adil. 
6) Memiliki kekuatan dan kemampuan. 
7) Terhindar dari segala bentuk kecacatan yang dapat mempengaruhi 
terhadap fikiran dan kinerja. 
8) Keturunan Quraisy.65 
 
g. Menurut Al-Qur‟an dan Hadits 
1) Harus seorang muslim, dijelaskan didalam Al-Qur‟an 
                
Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah allah dan rosulnya, dan 
taatilah orang-orang yang memperoleh kekuasaan dari kalanganmu. 
(QS.4:59). 
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 2) Harus seorang laki-laki, dijelaskan didalam Al-Qur‟an 
       
 Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS. 4:34). 
 
3) Harus dalam keadaan waras dan dewasa, Al-Qur‟an menyatakan 
              
Dan janganlah kamu mempercayakan hartamu yang telah 
dikaruniakan allah sebagai alat dukunganmu kepada orang-orang 
yang lemah akal. (QS.4:5) 
 
4) Harus seorang warga negara 
                  
Dan mereka telah masuk islam tetapi tidak berhijrah (kenegara islam) 
tidak berhak memperoleh perlindungan sampai mereka berhijrah. 
(QS.8:72).
66
 
 
Itulah beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pemimpin 
dalam mewujudkan atau menciptakan pemerintah yang menuju pada 
kemaslahtan umat. 
 
4. Tugas dan Kewajiban Pemimpin 
Pemimpin juga mempunyai tugas dan kewabijan yang harus dipenuhi 
dalam menjalankan tugasnya. Tugas dan kewajiban  pemimpin menurut 
Imam Al-Mawardi antar lain: 
a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-
apa yang telah disepakati oleh umat salaf. 
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 b. Mentafidkan hukum-hukum diantara orang-orang bersengketa, dan 
menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara 
umum. 
c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia agar dapat 
dengan tentram dan tenang berusa mencari kehidupan, serta dapat 
berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya 
atau hartanya. 
d. Menegakkan hukum-hukum Allah SWT, agar orang tidak berani 
melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan 
dan kerusakan. 
e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak 
berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau 
nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim 
(mu‟ahid). 
f. Memerangi orang yang menentang islam setelah dilakukan dakwah 
dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk islam dan tidak 
pula jadi kafir dzimi. 
g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara 
atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu. 
h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang 
yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta 
membayarkannya pada waktunya. 
 i. Menggunakan orang-orang dapat dipercaya dan jujur didalam 
menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan 
kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat 
dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus 
oleh orang yang jujur. 
j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam 
membina umat dan menjaga agama.
67
 
Menurut Yusuf Musa mengutip pendapat Al-Mawardi yang 
menjelaskan tentang sepuluh kewajiban pokok tentang kepala negara. Dari 
sepuluh kewajiban versi Al-Mawardi, Yusuf Musa menyimpulkan dua 
kewajiban pokok, yaitu: 
a. Menegakkan agama, menjelaskan hukum dan ajarannya kepada 
seluruh umat manusia 
b. Mengatur kepentingan negara sesuai dengan tuntutannya, sehingga 
membawa kebaikan bagi individu maupun masyarakat baik urusan 
kedalam maupun urusan keluar.
68
 
Yusuf Musa juga menambahkan kewajiban yang lain, yaitu: 
menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat 
tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawan.
69
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 Berpijak pada tugas dan kewajiban pemimpin, menurut Yusuf Musa 
adalah setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban, maka seseorang tidak 
akan menuntut haknya sebelum dia memenuhi kewajibannya. Dengan 
demikian, maka dapat terjalin berbagai hubungan antara manusia yang 
didasarkan kepada prinsip-prinsip yang kuat, adil, dan sehat. Islam lebih 
banyak membicarakan kewajiban dari pada hak.
70
 
Pada prinsipnya kewajiban kepala negara, dititik beratkan pada 
pemeliharaan agama, dengan terwujudnya syari‟ah dalam kehidupan 
masyarakat, serta mengatur kehidupan duniawi yang berkaitan dengan 
kebutuhan manusia. Menurut Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kewajiabn 
kepala negara atau seorang pemimpin adalah amanah, jujur, adil, 
menyelenggarakan jihad dan dakwah serta melaksanakan musyawarah.
71
 
Pemimpin memiliki hak sebagai hubungan timbal balik dari kewajiban yang 
ia laksanakan. Hak tesebut adalah seluruh rakyat wajib taat dan patuh 
kepadanya, hak mendapat bantuan atau partisipasi masyarakat dan hak 
memperoleh biaya hidup dirinya, keluarganya dan orang yang menjadi 
tanggungannya secara patut. 
Yang terpenting pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak 
rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, 
hak mengemukakan pendapat dengan baik dengan benar, hak mendapatkan 
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 penghasilan yang layak melalui kas al-halal, hak beragama, dan hak lain-
lain.
72
 
Pada dasarnya yang disebut dengan pemimpin adalah untuk ditaati 
dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka 
kewajiban juga untuk rakyat adalah untuk taat dan membantu serta berperan 
dalam program-program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama.
73
 
 
B. Definisi Kepala Desa 
1. Pengertian Kepala Desa 
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memerhatikan asal-
usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam wilayah 
Desa dapat dibagi atas dusun yang merupakan bagian wilayah kerja 
pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
74
 Pemerintahan 
Desa  didalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
75
 Didalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
memberikan penegasan, yakni Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa.
76
 Pemerintaha Desa adalah lembaga pemerintahan yang 
bertugas mengelolah wilayah tingkat Desa. 
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 Berbagai pendapat tentang definisi Desa antara lain: 
Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan Desa adalah 
suatu kesatuan hukum yang dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 
pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintarto, Desa merupakan 
perwujudan atau kesatuan geograf, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang 
terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan pengaruhnya secara 
timbal balik dengan daerah lain.
77
 
Dengan lahirnya Undang-Undang baru disebutkan tentang definisi 
Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 
(1) yaitu desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak dan asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.
78
 Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah Desa dapat 
disebut dengan nama lain, misalnya Kampung (Banten, Jawa Barat) atau 
Dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatera 
Barat).
79
 Sedangkan istilah Desa untuk di daerah Lampung di beberapa 
Kabupaten adalah disebut dengan istilah Pekon. Begitu pula segala istilah 
dan institusi di Desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan 
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 karateristik adat istiadat Desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu 
pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat 
istiadat setempat.
80
 
Pekon adalah pembagian wilayah administratif pada beberapa 
Kabupaten di provinsi Lampung Indonesia, seperti di Kabupaten 
Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Barat, dan 
Kabupaten Pesisir Barat. Pekon disama artikan dengan sebutan Desa, yakni 
pembagian administratif dibawah Kecamatan. Pekon dipimpin oleh kepala 
pekon atau kepala desa atau peratin, yang dipilih langsung oleh penduduk 
setempat.
81
 
Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu 
Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayaan, dan 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya 
setempat. 
Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih oleh 
masyarakat desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintahan 
Desa. Kepala Desa adalah Pemerintahan Desa yang sebagaimana diatur 
didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
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 dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai untuk penyelanggara 
pemerintaha Desa.
82
 
Kepala Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kewenangan 
Desa.
83
 Dalam Penyelenggarakan Pemerintaha Desa, harus berdasarkan asas 
yang telah diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 
yaitu: 
a. Kepastian hukum; 
b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan; 
c. Tertib Kepentingan Umum; 
d. Keterbukaan; 
e. Proporsionalitas; 
f. Profesionalitas; 
g. Akuntabilitas; 
h. Efektivitas dan Efisiensi; 
i. Kearifan Lokal; 
j. Keberagamaan; dan 
k. Partisipatif.84 
 
Kepala Desa berhenti dari jabatannya karena: 
1) Meninggal dunia 
2) Permintaan sendiri 
3) Diberhentikan  
 
Kepala Desa dapat diberhentikan karena disebabkan oleh: 
1) Telah berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang 
baru 
2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalngan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. 
3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa  
4) Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan 
5) Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa 
6) Melanggar larangan bagi Kepala Desa.85 
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 2. Syarat-Syarat Kepala Desa 
Dalam menentukan calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan 
yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara lain: 
a. Warga negara Republik Indonesia; 
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat; 
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar; 
f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; 
g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa 
setempat paling kurang 1 (satu ) tahun sebelum pendaftaran; 
h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun 
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 
dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 
j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
k. Berbadan sehat; 
l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selam 3 (tiga) kali masa jabatan; 
dan 
m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.86 
 
Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala 
Desa dalam mewujudkan pemerintahan Desa yang maju, mandiri dan adil. 
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 3. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa 
Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Desa mempunyai 
kewenangan Desa yang meliputi hak usal-usul Desa, serta kewenangan yang 
sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. 
Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa 
mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) 
dan (2) yaitu: 
1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa dan pemberdaan masyarakat Desa. 
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam 
Ayat (1), Kepala Desa berwenang: 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa; 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa; 
d. Menetapakan peraturan Desa; 
e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarkat Desa; 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; 
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. Menegembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; 
n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukkan 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
87
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 Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa mempunyai 
wewenang : 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan BPD; 
b. Menetapkan Peraturan Desa; 
c. Menetapkan anggaran pendapatan belanja Desa; 
d. Mengembangkan kehidupan sosial budaya Desa; 
e. Membina kehidupan Masyarakat Desa; 
f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
88
 
 
Adapun tugas dan tanggungjawab kepala Desa, diantaranya: 
a. Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta 
melaksanakan dan mempertahankan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik mempertanggungjawabkan Indonesia; 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memelihara 
ketentraman ketertiban masyarakat; 
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 
d. Melaksanakan tata prinsip pemerintahan Desa yang bersih dan 
bebas dari KKN; 
e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 
Desa; 
f. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 
g. Melaksanakan adminitrasi pemerintahan Desa yang baik; 
h. Melaksanakan dan memepertanggungjawabkan pengelolaan 
keuangan Desa; 
i. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenanagan Desa; 
j. Mendamaikan perselisihan masyarakat didesa; 
k. Mengembangkan pendapatan masyaratakat dan Desa; 
l. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya 
dan adat istiadat; 
m. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan yang ada didesa; 
n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup.
89
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 Ketentuan diatas dijadikan sebagai landasan Kepala Desa dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Kepala Pemerintahan 
Desa.Kepala Desa sebagai pemimpin harus mampu memimpin 
penyelenggraan Pemerintahan Desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan 
umum Pasal 1, yaitu: pembangunan Desa dan pemberdayaan Desa.
90
 
Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan 
bahwa salah satu tugas dari Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (8) bahwa Pembangunan 
Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk 
sebesar-besarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
91
 Sedangakan didalam 
Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah kemandirian dan 
kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat 
Desa.
92
 
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepala Desa 
mempunyai kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Pasal 26 Ayat (4) yang menyatakan Kepala Desa berkewajiban: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; 
f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, 
transparan, profesional, efektif, dan efesien, serta bebasdari kolusi, 
korupsi dan nepotisme; 
g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
kepentingan di Desa; 
h. Menyelenggrakan adminitrasi pemerintahan Desa yang baik; 
i. Mengelola keuangan dan aset Desa; 
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Desa; 
k. Menyelesaika perselisihan masyarakat Desa; 
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; 
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan; 
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.93 
 
Dalam menjalankan Kewenangan hak dan kewajiban Kepala Desa 
masih dibebani sebuah kewajiban kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota. 
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 27 dalam melaksanakan tugas, 
kewenagan, hak, dan kewajiban dalam Pasal 26, bahwa Kepala Desa 
wajib:
94
 
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap 
akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; 
2. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada 
akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; 
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 
secara tertulis kepada badan permusyawaratan Desa setiap akhir 
tahun anggaran; dan 
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tetulis kepada masyarakat desa setiap akhir 
tahun anggaran. 
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 Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa harus 
menegakkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagaiamana yang telah 
ditetapkan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, antara 
lain: 
1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 
sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 
berkelanjutan; 
2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan; 
3) Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 
kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 
perdamaian dan keadilan sosial.
95
 
 
Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelakan didalam 
Pasal 79 tentang perencanaan, antar lain: 
1) Pemerintahan Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa 
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten/Kota. 
2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: 
a) Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun; dan 
b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari 
Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa jangka waktu 
1(satu) tahun. 
3) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 
4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya 
dokumen perencanaan di Desa. 
5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusuanan 
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 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah yang berskala 
lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didegelasikan pelaksanaannya 
kepada Desa. 
7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaa 
pembangunan Kabupaten/Kota. 
 
Dijelaskan juga didalam Pasal 80 antara lain: 
1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud 
Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat 
Desa. 
2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa wajib 
menyelenggrakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. 
3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan 
prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa 
yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belaja Desa, swadaya 
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota. 
4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskanberdasarkan 
penilain terhadap kebutuhan masyarakat Desa yangt meliputi: 
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar 
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan 
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang 
tersedia 
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktuf 
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 
kemajuan ekonomi;dan 
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat 
Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. 
 
Dengan diaturnya tahap perencanaan, diatur juga didalam Pasal 81 
tentang Pelaksanaan Pembangunan antara lain: 
1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa. 
2) Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. 
3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber 
daya alam Desa. 
 4) Pembangunan berskala Desa dilakukan sendiri oleh Desa. 
5) Pelaksanaan program sektoral  yang masuk ke Desa diinformasikan 
kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan 
Pembangunan Desa. 
 
Didalam Pembangunan Desa juga tidak hanya Kepala Desa yang 
melakukan Pemantauan atau Pengawasan terhadap Pembangunan Desa 
tersebut, masyarakat juga berhak melakukan pemantauan dan pengawasan 
terhadap Pembangunan Desa tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam 
Pasal 82 tentang Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Desa: 
1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana 
dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa. 
3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai 
keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada 
Pemerintah Desa dan Badan Musyawarah Desa. 
4. Pemerintah  Desa wajib menginformasikan perencanaan dan 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi 
kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling 
sedikit 1 (satu) tahun sekali. 
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk 
menganggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.  
 
Dengan diaturnya tentang Pembangunan Desa, Perencanaan, 
Pelaksanaan dan Pemantuan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Maka 
jelas Pasal-Pasal tersebut diatur didalam Undang-Undang yang bertujuan 
jelas untuk mensejahterakan masyarakat Desa dan membuat Desa menjadi 
lebih mandiri dan lebihh maju. 
Dalam melaksanakan pembangunan Desa, Kepala Desa juga harus 
melibatkan seluruh masyarakat sehingga aspirasi dari masyarakat sendiri 
tersalurkan. Artinya, pembangunan Desa harus meliputi berbagai aspek 
 kehidupan dan penghidupan, yakni melipatkan semua komponen dari pihak 
masyarakat dan pemerintahan, dan secara terus menerus demi tercapainya 
kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
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Pada hakekatnya, pembangunan adalah untuk mengapuskan 
kemsikinan, sehingga pembangunan yang berhasil adalah ketika 
masyarakatnya hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Kepala 
Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata Pemerintaha 
Desa yang akuntabel, transparan, profesiaonal, efektif dan efesien, serta 
bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.  
Kepala Desa diharapkan dapat menjalankan Pemerintahan Desa sesuai 
dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang 
memiliki 16 Bab, 122 Pasal tentang Desa. 
 
4. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan 
Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan 
dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran pemimpin dapat diartikan 
sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang 
sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.
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Covey membagi peran pemimpin menjadi tiga bagian, yaitu: 
a. Pathfinding (pencarian alur) peran untuk menetukan visi dan misi 
yang pasti; 
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 b. Aligting (penyelarasan), peran untuk memastikan bahwa struktur, 
sistem dan proses operasioal organisasi memberikan dukungan 
kepada pencapaian visi dan misi; 
c. Empowering (pemberdaya), peran untuk menggerakkan semangat 
dalam diri orang-orang dalam menggabungkan bakat, kecerdikan 
dan kreativitas lain untuk mampu mengerjakan apa pun dan 
konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati.
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Adapun peran kepemimpinan dapat pula dibagi menjadi: 
a. Pemimpin masa depan harus fleksibel dan mempunyai pengalaman 
yang luas; 
b. Menganggap tanggungjawab seremonial atau spiritual sebagai 
kepala organisasi menjadi suatu fungsi yaang diperlukan, bukan 
suatu hal yang remeh yang harus dialami atau didelegasikan kepada 
orang lain; 
c. Pembuatan tidak lagi dibuat secara efektif terpusat di puncak 
organisasi. Agar pemimpin dapat berperan perlu diperhatikan hal-
hal berikut ini: 
1) Bahwa yang menjadi dasar utama dalam efektivitas 
kepemimpinan seseorang bukan pengangkatan atau 
penunjukakkannya selaku kepala akan tetapi penerimaan orang 
lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan; 
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 2) Efektivitas kepemimpinan tercermn dari kemapuannya untuk 
tumbuh dan berkembang; 
3) Efektivitas kepemimpinan menuntuk kemahiran untuk membaca 
situasi; 
4) Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan 
melalui prosese pertumbuhan dan perkembangan; 
5) Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila 
setiap anggota mau menyesuaikan cara berfikir dan 
bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasinya.
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 Kepemimpinan seseorang sangat besar perannya dalam setiap 
pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil 
tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas seorang 
pemimpin. Pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku, mencerminkan 
karakter bagi seseorang pemimpin. Peran pemimpin sangatlah penting 
dalam suatu organisasi guna membangkitkan dan memelihara sikap gairah 
kerja yang selalu menginginkan perbaikan. Dimana suatu kedudukan 
pemimpin merupakan penggerak dalam suatu organisasi, kemampuan 
seorang pemimpin sangatlah berpengaruh dalam menentukan keberhasilan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
Dalam Pemerinahan Desa, Kepala Desa adalah seorang pemimpin 
yang memiliki tugas dalam menjalankan penyelenggarakan pemerintahan 
Desa. Kepala Desa adalah central authority (kewenangan pusat) yang 
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 berfungsi sebagai adminitrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang 
sangat menetukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Hal ini 
dikarenankan Kepala Desa langsung behadapan dengan masyarakat dan 
merupakan orang yang paling menguasai lapangan.
100
 Didalam Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat (8) mengatakan bahwa 
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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Berdasarkan urain diatas kedudukan Kepala Desa sebagai salah 
seorang pemimpin mempuyai peranan yang sangat penting yang sangat 
menentukan terhadap keberhasilan pembangunan Desa. Peran Kepala Desa 
dalam pembangunan yaitu menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban serta 
bertanggungjawab terhadap pembangunan Desa yang bertujuan untuk 
kesejahteraan masyarakat Desa, karena kepala Desa sebagai kepala 
pemerintahan Desa memiliki peran dalam kepemimpinannya dalam 
mengambil keputusan-keputusan terhadap pembangunan Desa. Sebab, 
keberhasilan suatu Desa tergantung dari peran kepala Desa itu sendiri dalam 
memimpin pemerintahannya. 
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 BAB III 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Desa (Pekon) Pandansari  
1. Sejarah Desa (Pekon) 
Pada awalnya, Desa (Pekon) Pandansari bukanlah merupakan suatu 
Desa, melainkan bagian dari Desa Sukoharjo III, karna belum dipecah 
sehingga menjadi satu kesatuan dari Desa Sukoharjo III ini pada masa 
pemerintahan lurah Mingan Kamituwo Pak Setro Setiko. Kemudian pada 
tahun 1974 dipecah menjadi 12 kelurahan.
102
 Desa (Pekon) Pandansari 
terbentuk pada tahun 1941 dengan luas wilayah 660 Ha yang terdiri dari 5 
Dusun yang masyarakatnya berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, 
mereka datang dengan membuka hutan (tebang) untuk dijadikan 
pemukiman. 
Dan kemudian dengan mekarnya Pandansari Selatan, pada 23 Maret 
2007 yang diresmikan oleh Bupati Tanggamus yaitu Bapak Drs. Fauzan 
Sya‟i, melalui sidang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah ( DPRD ) 
Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17 Maret, maka Pandansari Selatan 
menjadi Desa/Pekon Definitif, sehingga luas wilayah Pekon Pandansari 
yang semula = 660 Ha sehingga luas wilayah sekarang lebih kurang = 330 
Ha. 
Secara kronologis beberapa tokoh yang pernah menjadi pimpinan 
(Kamituwo, Kepala Desa (Pekon)) diantaranya : 
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 TABEL 1 
Daftar Nama Kepala Desa (Pekon) Pandansari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Geografis Desa (Pekon) Pandansari 
Semenjak kepemimpinan lurah pertama yakni Bapak Setro Setiko 
hingga terakhir yakni Bapak Dasikin (2017) sudah mengali beberapa 
kemajuan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 
tentu ada beberapa yang diutamakan dalam pembangunan guna untuk 
No Nama Kepala Desa Tahun Pemerintahan 
1.  Setro Setiko ( Kamituwo ) 1941 s/d 1951 
2.  A. Isman ( Kamituwo ) 1951 s/d 1957 
3.  Setro Setiko ( Kamituwo ) 1957 s/d 1966 
4.  Kateni ( Kamituwo ) 1966 s/d 1967 
5.  Ruspandi ( Kamituwo ) 1967 s/d 1970 
6.  Puji Utomo ( Kepala Kampung ) 1970 s/d 1975 
7.  M. Bariyun ( Kepala Desa ) 1975 s/d 1988 
8.  Suparman ( Kepala Desa ) 1988 s/d 1995 
9.  Hadi Wagirin ( Kepala Desa ) 1995 s/d 1997 
10.  Marikin ( Pj. Kepala Desa ) 1997 s/d 1998 
11.  Dasikin R, Ba. ( Kepala Desa ) 1998 s/d 2006 
12.  Tugiyo ( Kepala Pekon ) 2006 s/d 2012 
13.  Dasikin R, Ba. ( Kepala Pekon ) 2012 2018 
 kemajuan desa.
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 Antara lain seperti pembangunan jalan, irigari, dan 
posyandu serta perbaikan jembatan.
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a.  Luas Wilayah  
Luas Wilayah  Pekon Pandansari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 
Pringsewu Provinsi Lampung adalah  330 Ha yang terdiri dari 4 Dusun 
serta 9 RT.  
b. Batas Wilayah : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan: Pekon Purwodadi Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaaten Pringsewu 
 Sebelah Timur berbatasan dengan: Pekon Panggungrejo Utara 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan: Pekon Pandansari Selatan 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu 
 Sebelah Barat berbatasan dengan: Pekon Pandansurat Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
c. Orbitasi atau Jarak dari Pusat-pusat Pemerintahan adalah  
 Jarak dari Pusat Kecamatan  : 3,5 KM 
 Jarak dari Pusat Ibukota Kabupaten  : 15 KM 
 Jarak  dari Pusat Ibukota Provinsi  : 61 KM 
 Jarak dari Ibukota Negara  : 751 KM 
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2018, rumah bapak Tohirin, Sabtu 09 Maret 2019. 
 
 d. Karasteristik Pekon  
Pekon Pandansari merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris 
dengan mata pencaharian dari sebagaian besar penduduknya adalah 
bercocok tanam terutama pada sektor pertanian dan perkebunan.
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Sumber daya alam yang terdapat di Pekon Pandansari adalah: 
 Pertanian  
 Pertenakan 
 Perkebunan            
e. Kondisi Geografis : 
 Ketinggian tanah dari permukaan laut : 117 m 
 Banyaknya curah hujan : 300 mm/ Tahun 
 Topografi ( Tinggi Pantai ) : - 
 Suhu udara ( Rata-rata ) : 29 O C 
f. Keadaan Rumah Penduduk 
 Permanen  :469 Unit 
 Semi Permanen  :265 Unit 
 Tidak Permanen :90 Unit 
 Tidak Layak Huni :52 Unit 
 Jumlah :876 KK 
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 3. Demografi dan Monografi Wilayah Adminitrasi Pekon Pandansari 
a. Keadaan Penduduk  
Jumlah penduduk total di Pekon Pandansari adalah 3.671 Jiwa dengan 
wilayah 4 Dusun dan 9 wilayah RT. 
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin: 
 Kepala Keluarga  :876     KK 
 Laki-Laki    :1.772  Orang 
 Perempuan     :1.889  Orang 
Jumlah penduduk total keseluruhan L+P :3.671  Jiwa 
Jumlah Penduduk berdasarkan Usia 
 0-12 Bulan   :73 Orang 
 1-5 Tahun   :159  Orang 
 5-7 Tahun   :137 Orang 
 7-15 Tahun   :431  Orang 
 15-56 Tahun   :2.350 Orang 
 56 Tahun Keatas   :521  Orang 
TABEL 2 
Jumlah penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) 
1 SD/MI 2.019 
2 SLTP/MTs 821 
3 SLTA/MA 372 
4 Diplima (D1 D3) 15 
5 Sarjana (S1 S3) 75 
 
 
 
 b. Perekonomian Pekon  
Secara umum, kondisi perekonomian Pekon Pandansari ditopang oleh 
beberapa mata pencaharian masyarakat dan dibidang kegiatan 
perekonomian. Kondisi perekonomian Pekon Pandansari, kami jabarkan 
sebagai berikut: 
TABEL 3 
Kualifikasi Mata Pencaharian Masyarakat Pekon Pandansari 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) 
1 Petani/Pekebun 1.650 
2 Pedagang/Wiraswasta 574 
3 PNS 55 
4 Pertukang  32 
5 Anggota TNI/Polri 4 
6 Buruh 150 
Dilihat dari tabel tersebut maka dapat disimpulakan bahwa rata-rata 
mata pencaharian Desa (Pekon) Pandansari adalah sebagian besar petani. 
TABEL 4 
Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan Pekon Pandansari 
No. Uraian  Jumlah  
1 Puskesmas Rawat Inap 0 
2 Posyandu 1 
3 Toko Obat 0 
4 Tenaga Medis Puskesmas 3 
5 Tenaga Non Medis  0 
6 Dokter 0 
7 Mantri 1 
8 Bidan 2 
9 Kader Posyandu 20 
 
c. Menurut Keagamaan  
Dilihat dari keyakinan beragamma penduduk Pekon Pandansari 
mayoritas adalah beragama Islam. Jumlah pemeluk agama dan sarana 
ibadah di Pekon Pandansari kami sajikan dalam bentuk tabel berikut ini: 
 TABEL 5 
Jenis Dan Jumlah Pemeluk Agama Pekon Pandansari 
No. Agama Jumlah Pemeluk 
1 Islam 3.501  Jiwa 
2 Khatolik 27       Jiwa 
3 Kristen 32       Jiwa 
4 Hindu 111     Jiwa 
5 Budha 0         Jiwa 
 
TABEL 6 
Jenis Dan Jumlah Sarana Ibadah Pekon Pandansari 
No. Sarana Ibadah Jumlah 
1 Masjid/Mushola 9 Unit 
2 Gereja  0 Unit  
3 Pura  0 Unit 
4 Vihara  0 Unit 
 
d. Kondisi Pemerintahan Pekon 
1. Lembaga Pemerintahan 
Jumlah aparat desa (Pekon): 
 Kepala Desa :1 Orang 
 Sekretaris Desa :1 Orang 
 Perangkat Desa :7  Orang 
 BPD :7 Orang 
2. Lembaga Kemasyarakatan 
Kelembagaan masyarakat di Desa (pekon) Pandansari terdiri dari 
beberapa kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dari 
masyarakat Desa (Pekon) Pandansari. Adapun kelembagaan 
masyarakat di Desa (pekon) Pandansari disajikan dalam bentuk tabel 
berikut ini: 
 
 TABEL 7 
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 
No. Jenis Kelembagaan Jumlah 
1 Badan Hippun 1 
2 Lembaga Pemberdayaan 1 
3 Karang Taruna 1 
4 Kelompok Tani 3 
5 Kelompok Pengajian 3 
6 Gapoktan  1 
7 Kelompok Arisan 3 
8 BUMDES 1 
9 Linmas  3 
 
Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Pekon 
Pandansari berjumlah 3.671 jiwa dengan total ada 4 Dusun dan 9 RT 
dan sebagian besar mata pencaharian warga Pekon Pandansari adalah 
petani serta sebagian besar wargaPekon Pandansari memeluk agama 
Islam. 
  
 4. Organisasi pemerintahan Desa 
a. Struktur organisasi 
Sturktur Pemerintahan Pekon Pandansari 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.  Tugas 
1. Kepala Desa (Pekon) 
a. Kepala Desa (Pekon) dengan wewenang dan kekuasaan yang 
dimiliki maka Kepala Desa (Pekon) bertugas untuk 
BHP 
 
KEPALA PEKON 
 DASIKIN R,BA 
 
BENDAHARA 
 ANA T.A 
 
M.KARIM,BA 
 
SEKRETARIS 
 
KEUANGAN KASI 
PEMERINTAHAN 
KASI 
KESEJAHTERAAN 
KAURADMINIS
TRASI 
SUGENG 
DENIP. SUHENDRO AZHAR 
MUSTOFA
 
KASI 
PEMBANGUNAN 
KAUR  
UMUM 
TOHIRIN 
APRIYANTO 
KEPALA DUSUN 3 KEPALA DUSUN 1 
KEPALA DUSUN 4 
RIWANTO 
KEPALA DUSUN 2 
SUGIYONO 
SUMANTO SUJIATI 
NINGSIH 
 menyelenggarakan pemerintahan Desa (Pekon), melaksanakan 
program  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
b. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya.
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2. Sekretaris Desa (Pekon) bersama Bendahara 
a. Tugas dari Sekretaris Desa 
1) Menyelenggarakan kegiatan adminitrasi dan mempersiapkan 
bahan untuk kelancaran tugas kepala Desa (Pekon). 
2) Memverifikasi semua pekerjaan dari kasi pemerintahan sampai 
dengan keuangan. 
3) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan Desa 
(Pekon).
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b. Bendahara (Pekon) 
1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayar dan mempertanggungjawabkan RPJ keuangan dana 
Desa (Pekon) dalam rangka pelaksanaan APBDesa setiap 
tahunnya
108
 dibantu oleh kasi pemerintahan, kesejahteraan, 
adminitrasi dan keuangan.  
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 3. Kasi pemerintahan (Kepala Urusan Pemerintahan) 
a. Membantu kepala Desa (Pekon) dalam melaksanakan pengelolaan 
adminitrasi kependudukan, adminitrasi pertanahan, dan ketertiban 
masyarakat Desa (Pekon).
109
 
4. Kasi pembangunan (Kepala Urusan Pembangunan) 
a. Bertugas untuk membangun pembangunan dimana dibantu oleh 
kepala dusun, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan 
bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.
110
 
5. Kasi kesejahteraan (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat) 
b. Membantu kepala Desa (Pekon) untuk melaksanakan program 
pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan serta 
menyalurkan program bantuan dari pemerintah pusat.
111
 
6. Kaur adminitrasi 
a. Melakukan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan 
pemerintahan Desa (Pekon) pada buku adminitrasi Desa.
112
 
7. Kaum umum (Kepala Urusan Umum) 
a. Membantu sekretaris Desa (Pekon) dalam melaksanakan 
adminitrasi umum, tata usaha dan mempersiapkan bahan rapat dan 
laporan.
113
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Wawancara dengan bapak Azhar, Kaur Administrasi Pekon Pandansari, Kantor 
Pekon Pandansari, Senin 11 Maret 2019. 
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Pekon Pandansari, Selasa 12 Maret 2019. 
 8. Kaur keuangan 
a. Membantu sekretaris Desa (Pekon) melaksanakan pengelolaan 
sumber pendapatan Desa (Pekon), pengelolaan adminitrasi 
keuangan Desa (Pekon) dan mempersiapkan bahan penyusunan 
APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan Desa 
(Pekon).
114
 
10 Kadus (Kepala Dusun) 
b. Membantu kepala Desa (Pekon) melaksanakan tugas dan 
kewajiban pada wilayah yang sudah ditentukan
115
langsung berbaur 
dengan masyarakat Desa. 
11. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 
a. Tugasnya adalah kegiatan pencatatan data dan mengenai informasi 
mengenai BPD. 
Itulah beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing 
bidang, dengan koordinasi yang baik maka akan terjalin hubungan yang 
baik pada masing-masing bidang, sehingga dapat mewujudkan masyarakat 
Desa (Pekon) yang sejahtera dan maju. Dengan berakhirnya masa 
pemerintahan bapak Dasikin R, BA, tanggal 23 November 2018, maka 
dilakukan kembali pemilihan kepala Pekon dilaksanakan pada tanggal 10 
Oktober 2018. Terpilihlah bapak Eko Paryoto sebagai pengganti kepala 
Pekon yang baru. Dengan kepala Pekon yang baru, maka ada beberapa 
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 kebijakan yang diambil khusunya dalam bidang struktur organisasi ada 
beberapa struktur yang diganti dengan menempatkan posisi yang baru 
dengan wajah yang baru.
116
 
 
B. Implementasi Pembangunan Desa (Pekon) Pandansari 
1) Program Pembangunan Desa (Pekon) Pandansari  
Pembangunan Desa pada dasarnya bertujuan untuk memberikan 
kemakmuran dan mensejahterahkan masyarakat Desa. Pembangunan Desa 
merupakan perpaduan kegiatan pemerintahan Desa dan masyarakat 
Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa (Pekon) bersama 
aparatur Pekon serta melibatkan masyarakat Desa.
117
 Keberhasilan 
pelaksanaan dalam pembangunan di tingkat Pekon pada dasarnya ditentukan 
oleh sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintahan Pekon dan 
masyarakat untuk saling bekerjasama membangun Pekon menjadi Pekon 
yang lebih maju dan lebih mandiri. Menurut bapak Deni ada beberapa 
program pembangunan Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 
merupakan masalah-masalah dari tiap-tiap dusun melalui aspirasi 
masyarakat Desa, maka program pembangunan Desa yang akan 
dilaksanakan antara lain:
118
 
a. Dalam bidang penyelenggaraan Pekon 
1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Pekon dan perangkat Pekon 
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 2) Operasional perkantoran 
3) Operasional kelembagaan 
4) Pembangunan pagar kantor Desa (Pekon) 
5) Tunjangan dan operasional BHP 
6) Penyusunan dokumen perencaanaan 
 
b. Bidang pelaksanaan pembangunan Pekon 
1) Pembangunan saluran Drainase 
2) Perkerasan telford dan gorong-gorong plat betton 
3) Pengandaan sarana prasarana informasi dan komunikasi (jaringan 
internet dan website pekon) 
4) Kegiatan stimulasi percepatan jamban keluarga/stbm 
 
c. Bidang pemberdayaan masyarakat  
1) Pelatihan pemerintah Pekon dan BHP 
1) Pelatihan simkudes  
2) Pelatihan adminitrasi dan hukum 
3) Pelatihan peningkatan kapasitas PKK 
4) Pelatihan kader posyandu 
5) Pelatihan kursus seni budaya 
 
Dalam mewujudkan pembangunan tersebut kepala Pekon bersama  
aparatur Pekon dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam menjaga 
dan merawat pembangunan yang sudah ada. Tujuan dari Pembangunan 
berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
pembangunan Desa adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kepala Pekon telah 
membangun beberapa fasilitas dalam hal sarana dan prasarana Desa 
(Pekon). Pembangunan tersebut dalam sarana dan prasarana antara 
lain: pembangunan perkeran telford dan gorong-gorong plat betton, 
pembangunan drainase. Pembangunan tersebut dirasakan oleh 
 masyarakat Desa (Pekon) salah satunya adalah Bapak Sumiran
119
 
menurutnya dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana Desa 
(Pekon) memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas 
dalam memenuhi kebutuhan. 
Dalam menanggulangi kemiskinan kepala Pekon mengeluarkan 
beberapa kebijakan antara lain: program bedah rumah, program 
posyandu, dan kegiatan stimulan percepatan jamban keluarga. 
Program bedah rumah sangat membantu warga salah satunya adalah 
ibu Dewi yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Dengan adanya 
program bedah rumah ibu Dewi mendapatkan rumah layak huni. 
Dengan program ini diharapkan warga atau masyarakat Desa (Pekon) 
mendapatkan rumah layak huni dalam menempatinya.
120
Untuk 
program posyandu sendiri Ibu Rusmini selaku 
kader posyandu mengatakan bahwa program tesebut dilaksanakan 
agar anak-anak balita dan lansia (lanjut usia) mendapatkan asupan 
vitamin dan melakukan pengecekan kesehatan secara gratis serta 
mendapatkan obat terhadap apa yang dikeluhkan.
121
 Dengan adanya 
kegiatan stimulan percepatan jamban keluarga, diharapkan warga 
Pekon Pandansari mempunyai pola hidup sehat dan mendukung 
program peningkatan kesehatan masyarakat. Disampaikan oleh ibu 
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 Tirah dengan adanya program tersebut membantu ibu Tirah 
menjalankan program hidup sehat, karena beralih dari jamban 
tradisional ke jamban modern.
122
  
Dalam pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat Desa 
(Pekon) Pandansari terkenal dalam industri kerajinan mebel dan 
genteng, kerajinan ini merupakan salah satu mata pencaharian selain 
bertani dan berkebun. Dalam mengembangkan potensi tersebut kepala 
Pekon memberikan suatu apresiasi dengan membuatkan Gapura 
(tulisan selamat datang) yang bertuliskan Selamat Datang Di 
Pandansari Sentral Home Industri Genteng dan Mebel. Bapak Tohirin 
mengatakan hal tersebut bertujuan agar masyarakat lain yang 
memasuki wilayah Desa (Pekon) Pandansari, mengetahui bahwa Desa 
(Pekon) Pandasari mempunyai potensi dalam bidang kerajinan 
industri yaitu Gentengdan Mebel. 
2. Pembangunan Desa (Pekon) merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas 
sumberdaya manusia dan masyarakat secara keseluruhan yang 
dilakukan berkelanjutan berlandaskan pada pengembangan potensi 
ekonomi lokal dan pengembangan kemampuan Desa (Pekon). Sebagai 
subyek pembangunan maka Desa (Pekon) dituntut dapat 
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan 
mempertanggungjawabkan seluruh proses pembangunan. Dengan 
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Wawancara dengan ibu Tirah, masyarakat Pekon Pandansari, Sabtu 09 Maret 
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 demikian maka Desa (Pekon) akan menjadi mandiri dalam 
menciptakan kesejahteraan rakyat.
123
 
Keberhasilan pembangunan secara partisipatif dimulai dari beberapa 
tahap pembangunan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tahap 
pertama melakukan perencanaan, tahap kedua melakukan pelaksanaa, 
dan tahap ketiga melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi 
terhadap pembangunan sehingga akan lebih menjamin keberhasilan 
pembangunan di Pekon Pandansari.  
Dalam melakukan pembangunan Desa, maka terlebih dahulu 
dilakukan musyawarah dusun, disinilah ide-ide atau sebuah aspirasi 
dari masyarakat disalurkan,
124
 tetapi pada kenyataannya tidak semua 
warga atau masyarakat Desa (Pekon) yang mengetahui tentang 
program Desa (Pekon). Setelah melalui musyawarah dusun makan 
dilakukan musyawarah Desa (Pekon), disinilah mulai di perkuat dan 
di pertajam sebuah tujuan pembangunan dengan melihat manfaat dan 
kebutuhan dari pembangunan tersebut, lalu dilakukan musyawarah di 
Kecamatan setelah itu maka dilakukan pengajuan terhadap Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa (APBD). Dimulailah rancangan kegiatan 
Desa dan kesepakatan atas pembangunan yang akan dilaksanakan dan 
harus terlaksana.
125
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 3. Dengan adanya pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang 
pembangunan Desa maka lebih memperkuat sikap kebersamaan, 
kekeluargaan dan kegotongroyongan Desa Pandansari menurut  bapak 
sumiran dengan adanya pembangungan Desa lebih mempererat 
silahturahmi antar warga desa Pandansari. Karena warga akan 
bersama-sama terjun dalam membangun suatu pembangunan yang ada 
didesa Pandansari.
126
 
Dalam pembangunan Desa mendapatkan dana dari APBdesa dan dari 
Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana dana Desa ini tidak sekaligus turunya 
melainkan bertahap, dan dalam pencairannya dana Desa ini dilihat dari 
faktor tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan luas wilayah.
127
 
Dalam pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan. Pembangunan Desa direncanakan secara berjangka, yaitu: 
a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 
6 tahun. 
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka menengah 1 
tahun. 
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 Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja 
pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. 
Perencanaan pembangunan Desa tersebut diselenggarakan dengan 
mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa.
128
 
Setelah dilaksanakan, dan direncanakan kepala Desa (Pekon) juga 
melakukan pengawasan  terhadap rencana pembangunan tersebut selain 
kepala Desa (Pekon) yang memang sebagai pemegang kekuasaan Desa 
(Pekon) ada juga kasi perencanaan/pembangunan yang mengawasi 
pembangunan tersebut, sementara itu masyarakat juga diperbolehkan untuk 
membantu mengawasi atau melakukan pemantaun terhadap pelaksanaan 
pembangunan tersebut.
129
 Setelah melakukan pengawasan atau pemantauan 
maka masyarakat atau kasi pembangunan atau perencanaan melakukan 
laporan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan 
pembangunan Desa (Pekon) kepada pemerintah Desa (Pekon) dan Badan 
Permusyawaratan Desa.
130
 Selanjutnya pemerintah Desa (Pekon) wajib 
menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
kepada masyarakat Desa (Pekon) melalui layanan informasi umum kepada 
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 masyarakat dan melaporkannya kepada musyawarah Desa paling sedikit 1 
tahun sekali. 
Berdasarkan Pasal 78 tersebut tujuan dari pembangunan adalah untuk 
memberikan kesejahteraan masyarakat Desa. Selain dari pada itu misi dari 
pembangunan Desa yaitu meliputi: 
1. Memperbaiki dan menambah darana dan prasarana yaang 
dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal 
maupuninformal. 
2. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk 
meningkatkan hasil pertanian. 
3. Meningkatkan usaha pertanian. 
4. Meningkatkan dan mengelolah Pendapatan Asli Pekon. 
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui 
pelaksanaan Otonomi Daerah.
131
 
Dengan misi tersebut, maka visi dari Pekon Pandansari adalah untuk 
mewujudkan Pekon Pandansari menjadi Pekon mandiri melalui bidang 
pertanian dan industri kecil.
132
 
Dengan demikian ada beberapa kebijakan yang sudah terlaksana, 
antara lain: 
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 a. Pembangunan dibidang Ekonomi  
Sebagaian besar masyarakat Desa Pekon Pandansari berprofesi 
sebagai petani dan berkebun, selain itu ada yang berprofesi sebagai 
pengrajin (Mebel dan Genteng). Dalam bidang ekonomi 
kepala Pekon memberikan sarana dan prasarana dalam hal pelebaran 
jalan dan perbaikan jembatan. Hal ini bertujuan agar warga Pandansari 
lebih mudah dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi 
kebutuhannya. 
b. Pembangunan dalam bidang kesehatan 
Dalam bidang kesehatan kepala Desa (Pekon) memberikan pelatihan 
terhadap kader posyandu. Kader posyandu ini sering kali 
mendapatkan beberapa pelatihan, antara lain: sosialisasi pemberian 
obat cacing dan pecegahan kecacingan dan program pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular (P2PTM). Dengan dilakukan 
pelatihan tersebut ibu Rusmini sebagai kader posyandu mengaku 
memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas.
133
Hal 
tersebut bertujuan agar masyarakat Desa (Pekon) Pandansari 
mempunyai pola hidup sehat dan bersih. 
c. Pembangunan dibidang Sosial 
Dengan adanya beberapa lembaga yang ada di Pekon Pandansari, 
maka membuat Desa (Pekon) Pandansari lebih mandiri. Salah satunya 
dengan adanya lembaga PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), 
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 Karang Taruna, dan lembaga lainnya. Dengan adanya lembaga PKK 
maka lebih meningkatkan fungsi dan peranan wanita dalam 
pembangunan, salah satunya sebagai usaha dalam terciptanya keluarga 
yang sehat dan sejahtera. Tujuan adanya karang taruna adalah lebih 
mengaktifkan para pemuda dalam segala bidang, misalnya bidang 
kesenian dan bidang olahraga, menurut Dedek Kurniawan pemuda 
Pandansari dengan adanya karang taruna lebih mempererat 
talisilahturahmi antara pemuda-pemudi Desa (Pekon) Pandansari.
134
 
d. Pembangunan di bidang pendidikan 
Dengan adanya gedung TK, SD, dan TPA memudahkan bagi anak-
anak Desa untuk menimba ilmu khususnya dalam bidang 
pendidikan.Walaupun gedung SMP dan SMA keluar dari Desa 
(Pekon) Pandansari tapi tidak terlalu jauh dan tidak menyurutkan 
semangat anak-anak Desa (Pekon) Pandansari untuk menimba ilmu 
dalam mewujudkan cita-cita. Bapak Wahidi selaku tokoh agama 
mengatakan bahwa pembangunan di Desa (Pekon) Pandansari sudah 
cukup baik, hanya saja yang kurang adalah tenaga mengajar TPA serta 
risma yang kurang aktif. Hal ini yang membuat belajar agama kurang 
kondusif.
135
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 e. Pembangunan dalam bidang keaman dan ketertiban 
Secara langsung keamanan dan ketertiban Desa(Pekon) Pandansari 
sudah terlaksana sejak lama. Tetapi kegiatan poskampling ini tidak 
berlangsung lama. Bapak Wasono mengatakan bahwa kegiatan ini 
pasif dikarenakan masyarakat kurang menyadari tujuan dari adanya 
poskampling, karena lelah bekerja seharian, maka setelah malam tiba 
digunakan untuk beristirahat.
136
 Inilah yang menyebabkan pasifnya 
kegiatan poskampling sehingga lama-kelamaan masyarakat tidak ada 
yang datang untuk bergantian berjaga malam.  
 
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Desa (Pekon) 
Pandansari. 
Dengan dikeluarkannya Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014. Merupakan suatu acuan untuk Desa dalam membangun Desanya 
secara mandiri. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa yang terbaru, 
maka ada beberapa hal yang diamanahkan dalam Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah terlaksana. Adapun hal-hal yang 
sudah terlaksana antara lain: 
a. Pengelolaan lingkungan masyarakat, yang memberdayakan 
masyarakat untuk selalu menanamkan gotong royong dalam setiap 
pembangunan Desa (Pekon). 
b. Pengajian antar ibu-ibu. Pengajian antar ibu-ibu sangat rutin 
dilaksanakan setiap hari jum‟at, dan yasinan bapak-bapak setiap 
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 malam jum‟at yang selalu dilakukan secara bergiliran dirumah-
rumah warga. Jika sudah semua maka akan dilakukan di masjid-
masjid secara bergantian. 
c. Pembangunan talfold disepanjang Desa (Pekon) secara bergantian 
dan drainase serta perbaikan jembatan. Guna untuk memudahkan 
masyarakat Desa (Pekon) dalam melakukan aktifitas.
137
 
d. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat 
terhadap program pembangunan di Pekon. 
e. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat 
dalam pembangunan di Pekon.
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara garis 
besar Desa (Pekon) Pandansari sudah melaksanakan beberapa pembangunan 
dan perbaikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. 
Dalam pelaksanaan pembangunan Desa ada beberapa faktor 
pendukung dalam pembanguna tersebut. 
1. Partisipasi masyarakat  
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
pembangunan. Hal ini tercermin dengan terlibat langsung masyarakat 
dalam pembangunan, dan selalu menerima secara positif tentang 
program-program pembangunan Desa (Pekon). Partisipasi ini merupakan 
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 dukungan terhadap setiap program yang akan dilaksanakan, dukungan 
terhadap pemerintah Desa (Pekon). Partisipasi ini terlihat dari antusias 
warga yang terjun secara langsung dalam pembangunan, contohnya: 
gotongroyong.
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 Disamping itu, ada juga faktor penghambat dalam pembangunan 
Desa (Pekon), antara lain: 
1. Peran kepala Desa (Pekon) 
Peran kepala Pekonkurang tegas dan kurang cekatan kepala Desa (Pekon) 
terhadap aparatur Desa (Pekon) dalam mengambil suatu keputusan. 
Setiap kali pengambilan keputusan dalam menetapkan tentang perihal 
sesuatu pasti keputusan tersebut dikembali kan lagi kepada yang meminta 
keputusan. Hal ini yang menyebabkan terhambatnya pembangunan. 
Kurangnya kedisiplinan kepala Pekon terhadap aparaturnya, ibu Neng 
menanggapi kedisiplinan waktu aparatur Pekon kurang disiplin. Hal 
tersebut dilihat dengan ada beberapa aparatur Pekon yang datang 
terlambat dan pulang sebelum waktunya.
140
 Selain itu kurangnya aparatur 
Desa (Pekon) yang kurang memadai dan kurang sarana dan prasarana 
Desa. Karena aparatur Pekon yang sudah lanjut usia menyebabkan 
kurangnya pemahaman terhadap teknologi salah satunya tentang 
komputer, bapak Tohirin mengatakan bahwa ia kurang paham dalam 
mengedit-edit laporan, itu sebabnya dalam membuat laporan ia meminta 
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 bantuan dari bendahara desa yakni Ana. Dan Ana mengeluhkan tentang 
sarana dan prasarana Desa yang kurang memadai sebab setiap kali ia mau 
mengeprint harus saling tunggu menunggu atau bergantian dengan yang 
lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pengahambat dalam 
pembangunan. Karena dalam membuat laporan sering kali terlambat.
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2. Dana Desa 
Dana Desa merupakan salah satu faktor penting dalam hal 
pembangunan, dengan dana yang menyukupi maka pembangunan akan 
terlaksana tanpa hambatan. Bapak Karim mengatakan bahwa Dana desa 
1M mulai turun pada tahun 2017
142
 setelah Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa yang di perbaharui. Untuk Pekon Pandansari 
sendiri dana Desa tidak turun 1M karena turunnya dana Desa dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain: tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, 
dan luas wilayah. 
TABEL 8 
Daftar Program Kerja Pemerintah Pekon 
No  Bidang/Jenis Kegiatan  Volu
me 
Sasaran/ 
Manfaat 
Perkiraan 
Waktu 
Pelaksana
an 
Prakiraan Biaya 
Dan Sumber 
Pembiayaan 
Bidang Jenis Kegiatan Lokasi 
Jumlah (Rp) 
1 Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
Pekon 
Penghasilan  
Tetap Kepala  
Pekon/ Aparatur 
Pekon 
Pekon 12 
Kali 
Kepala dan 
Aparatur Pekon 
1 Tahun 
 
328.200.000 
Operasional 
Perkantoran Pekon 
Pekon 12 
Kali 
Kepala dan 
Aparatur Pekon 
1 Tahun 23.243.000 
Operasional BHP Pekon 1 
Paket 
Ketua dan 
Anggota Bhp 
1 Tahun 15.280.000 
Penyelenggaran 
Musyawarah Pekon 
Pekon 1 
Paket 
Aparatur Pekon 1 Tahun 1.950.000 
Kegiatan Operasional Pekon 1 RT 1 Tahun 1.715.000 
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 RT/RW Paket 
Operasional Lembaga 
Kemasyarakatan 
Pekon 1 
Paket 
Kelembagaan 1 Tahun 42.713.000 
Pengelolaan Informasi 
Pekon (Penyusunan 
Profil dan Peta Aset 
Pekon) 
Pekon 1 
Paket 
Aparaturan 
Pekon 
1 Tahun 8.525.000 
Penyelenggaraan 
Perencanaan Pekon 
(Penyusunan RKP-
Apbpekon) 
Pekon 1 
Paket 
Peraturan Pekon 1 Tahun 5.000.000 
Pengadaan Sarana dan 
Prasarana 
Perlengkapan Kantor 
Pekon 1 
Paket 
Aparaturan 
Pekon 
1 Tahun 21.450.000 
Bantuan Keuangan Pekon 1 
Paket 
Aparaturan 
Pekon 
1 Tahun 6.000.000 
Jumlah Per Bidang 454.076.000 
2 Pembangunan 
Pekon 
Pembanguna
n Pemagaran 
Balai Pekon 
Pekon 27 M Masyarakat 90 Hari 22.854.000 
Pengandaan 
Sarana dan 
Prasarana 
Informasi dan 
Komunikasi 
(Website) 
Pekon 1 Paket Masyarakat 30 Hari 13.710.000 
Kegiatan 
Stimulasi 
Jamban 
Keluarga 
Pekon 1 Paket Masyarakat 30 Hari 40.000.000 
Pembanguna
n Perkerasan 
Jalan dan 
Pembanguna
n Gorong-
Gorong Plat 
Betton 
Pekon 25000 Masyarakat  90 Hari 650.183.000 
Pembanguna
n Drainase  
Pekon 45 M Masyarakat 90 Hari 20.248.000 
Jumlah Per Bidang 746.995.000 
  
 3 Pemberdayaan 
Masyarakat 
Pelatihan 
Pemerintah 
Pekon dan 
BHP 
Pekon 1 Kali Pemerintah Pekon 
dan BHP 
1 Tahun 3.370.000 
Pelatihan 
Siskuedes 
Pekon 1 Kali Pekon 1 Tahun 1.500.000 
Pelatihan 
Adminitrasi 
dan Hukum 
Pekon 1 Kali Pekon  1 Tahun 3.105.000 
Pelayanan 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaan 
(Insentif 
Guru PAUD 
dan Guru 
Keagamaan) 
Pekon 1 Kali Guru Paud dan 
Guru Keagamaan 
1 Tahun 13.500.000 
Pelatihan 
Pengembanga
n Bumdes 
Serta 
Penyertaan 
Modal 
Pekon 1 Kali Bumdes 1 Tahun 2.860.000 
Pelatihan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Kader 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
Pekon 1 Kali Kader 
Pemberdayaan 
1 Tahun 3.515.321 
Jumlah Per Bidang 27.850.321 
JUMLAH TOTAL 1.228.921.321 
 
Berdasarkan tabel diatas, itulah beberapa program kerja pemerintah 
Pekon yang sudah dilaksanakan oleh kepala Pekon Pandansari pada tahun 
2017. 
TABEL 9 
Program Pemerintah Pekon dan Sumber Dana 
 
No  Kegiatan Pekon Sumber Dana Indikatif 
Dana Desa 
APBN 
Alokasi Dana 
Bagian 
Bantuan Keuangan 
APBD 
Provinsi 
APBD 
Kabupaten/ Kota 
I PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAH PEKON 
- 454.076.000    
1. Penghasilan Tetap Kepala 
Pekon/Aparatur Pekon 
 328.200.000    
2. Operasional Perkantoran 
Pekon 
 23.243.000    
3. Operasional BHP  15.280.000    
4. Kegiatan Operasional RT/RW  1.715.000    
5. Operasional Lembaga 
Kemasyarakatan 
 42.713.000    
 6. Penyelenggaraan 
Musyawarah Pekon 
 1.950.000    
7. Pengelolaan Informasi Pekon  8.525.000    
8. 
Penyelenggaraan Perencanaan 
Pekon (Penyusunan RKP-
Apbpekon) 
 5.000.000    
9. Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Perlengkapan 
Kantor 
 21.450.000    
10. Bantuan Keuangan  6.000.000    
II PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN 
PEKON 
670.431.00
0 
    
1. Pembangunan Jalan 
Onderland 
650.183.00
0 
    
2. Pembangunan Pemagaran 
Balai Pekon 
- 22.854.000    
3. Pembangunan Drainase  20.248.000 0    
4. Pengadaan Sarana Prasarana 
Informasi dan Komunikasi 
(Jaringan Internet dan 
Website Pekon) 
 13.710.000    
5. Kegiatan Stimulasi Jamban 
Keluarga 
 40.000.000    
III PEMBINAAN 
MASYARAKAT 
- -    
IV PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
27.850.000 -    
1. Pelatihan Kepala Pekon 3.370.000 -    
2. Pelatihan Siskuedes 1.500.000     
3. Pelatihan Adminitrasi dan 
Hukum 
3.105.000     
4. Pelatihan Kebudayaan dan 
Keagamaan 
13.500.000     
5. Pelatihan pengembangan 
BUMDesa dan penyertaan 
modal 
2.860.000     
6. Pelatihan Peningkatan 
Kapasitas Kader 
Pemberdayaan Desa 
3.515.000     
V PEMBIAYAAN  100.000.000    
1.  Penyertaan Modal Pekon  100.000.000    
 
Berdasarkan program pemerintahan Pekon sumber Dana Desa 
diperoleh oleh Dana Desa APBN sebesar Rp698.281.321 Dana Alokasi 
 sebesar Rp630.640.000 dan mendapatkan bantuan keuangan  dari APBD 
Provinsi sebesar Rp6.000.000. 
3. Pasifnya berbagai lembaga 
Banyak sekali lembaga-lembaga Desa yang terbentuk, tetapi tidak 
terkordinir dengan baik. Hal ini dilihat dari pasifnya lembaga tersebut. 
Lembaga- lembaga tersebut terlihak aktif ketika ada acara atau adanya 
suatu agenda, seperti contohnya perlombaan. Pelatihan terhadap lembaga 
tersebut tidak terjadwalkan. Sehingga membuat lembaga ini pasif. 
Sebenarnya lembaga-lembaga tersebut ada tetapi kelihatan seperti tidak 
ada.Faktor pasifnya lembaga tersebut antara lain: koordinasi/komunikasi 
antara ketua dan kader-kader tidak baik, karena Pekon Pandansari 
merupakan Pekon yang produktif maka kebanyakan kader-kader dari 
lembaga tersebut memilih bekerja sehingga menghasilkan uang, dan 
seringkali saat melakukan pelatihan dana yang turun tidak sesuai. 
 
  
 BAB IV  
ANALISIS  
 
A. Implementasi Pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Pekon) Pandansari Kecamatan Sukoharjo 
Kabupaten Pringsewu. 
 
Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implementasi Pasal 
78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangatlah 
berpengaruh besar terhadap kemajuan Desa (Pekon) yang membuat Desa 
(Pekon) menjadi lebih mandiri dalam dengan memfokuskan terhadap 
kemanjuan Desa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 lebih tepatnya pada Pasal 78 ada beberapa yang sudah terlaksana 
dalam sudut pandang pembangunan.  
a. Dalam bidang penyelenggaraan Pekon 
1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Pekon dan perangkat Pekon 
2) Operasional perkantoran 
3) Operasional kelembagaan 
4) Pembangunan pagar kantor Desa (Pekon) 
5) Tunjangan dan operasional BHP 
6) Penyusunan dokumen perencaanaan 
 
b. Bidang pelaksanaan pembangunan Pekon 
1) Pembangunan saluran Drainase 
2) Perkerasan telford dan gorong-gorong plat betton 
3) Pengandaan sarana prasarana informasi dan komunikasi (jaringan 
internet dan website pekon) 
4) Kegiatan stimulasi percepatan jamban keluarga/stbm 
 
c. Bidang pemberdayaan masyarakat  
1) Pelatihan pemerintah Pekon dan BHP 
2) Pelatihan simkudes  
3) Pelatihan adminitrasi dan hukum 
4) Pelatihan peningkatan kapasitas PKK 
5) Pelatihan kader posyandu, Pelatihan kursus seni budaya 
 
 Dengan adanya Undang-Undang tersebut bahwa pembangunan 
berdasarkan  Pasal 1 ayat 8 tentang pembangunan adalah upaya 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besar kesejahteraan 
masyarakat Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, 
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Sebagai kepala Desa (Pekon) maka yang menyelenggarakan pemerintahan 
Desa adalah kepala Desa (Pekon). 
Dalam pembangunan Desa sendiri kepala Desa (Pekon) lebih 
mengutamakan musyawarah Desa (Pekon), dimana dengan dilakukan 
musyawarah tersebut aspirasi dari masyarakah akan disalurkan. Pasal 68 
ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan 
pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Aspirasi tersebut akan ditampung dan dimusyawarahkan dengan baik. 
Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) bahwa Pemerintahan Desa menyusun 
perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan 
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan 
tersebut dimulai dari tahap awal yaitu modus (musyawarah dusun) dalam 
Pasal 54 ayat (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan 
yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat Desa untuk memusyarakan hal yang bersifat stategis 
 dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tahap kedua adalah 
dilakukannya musrembang (musyawarah Desa/Pekon) dilaksanakan di 
Pekon. Dalam tahap musyawarah tersebut, membahas tentang pembangunan 
yang akan dibangun oleh Kepala Desa yang setiap dusun/RT mengajukan 
pembangunan. Setelah musrembang dilakukan maka dibentuklah tim 11 
yang terdiri dari kepala Pekon, kepala dusun, ketua BHP beserta wakilnya, 
ketua LPM, ketua PKK beserta wakilnya, ketua TPK beserta wakilnya serta 
aparatur Pekon yang terdiri dari kaur pembangunan dan kaur pemerintahan. 
Tugas dari tim 11 ini ialah memutuskan pelaksanaan pembangunan yang 
harus dibangun dengan mempriotaskan manfaat dan kebutuhan serta dana 
yang dibutuhkan. 
Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala Desa (Pekon) pada 
Pasal 81 ayat (2) bahwa pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh 
masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. Bahwa semua warga 
masyarakat bisa ikut secara langsung atau ikut terlibat dalam pembangunan. 
Tahap terakhir adalah pengawasa, pengawasan tersebut tidak hanya diawasi 
oleh kepala Pekon dan aparatur pekon saja tetapi masyarakat juga bisa 
mengawasi dalam setiap pemabngunan yang dilaksanakan atau masih dalam 
tahap pengerjaan. 
Oleh karena itu, peran kepala Desa (Pekon) sangatlah mempengaruhi 
berbagai keputusan termasuk dalam memutuskan suatu pembangunan Desa 
(Pekon). Peran dari kepala Desa (Pekon) ini mempunyai suatu dampak yang 
 besar, karena akan terlihat apakah Desa (Pekon) ini mengalami kemajuan 
atau malah sebaliknya. Masyarakatlah yang merasakan dampak tesebut 
apakah maju atau malah sebaliknya. Kepala Desa (Pekon) mempunyai tugas 
dan tanggungjawab yang besar untuk memajukan Desanya (Pekon). 
Pembangunan tersebut maka dapat dilihat ada beberapa kemajuan 
pembangunan yang terus dilakukan setiap tahunnya didesa Pandansari. 
Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan 
Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kurangnya ketegasan 
dan cekatannya kepala Desa (Pekon) terhadap aparatur Desa (Pekon) dalam 
mengambil suatu keputusan. Setiap kali pengambilan keputusan dalam 
menetapkan tentang perihal sesuatu pasti keputusan tersebut dikembali kan 
lagi kepada yang meminta keputusan. Hal ini yang menyebabkan 
terhambatnya pembangunan. Kurangnya kedisiplinan kepala Pekon terhadap 
aparaturnya, ibu Neng menanggapi kedisiplinan waktu terhadap aparatur 
Pekonyang kurang disiplin. Hal tersebut dilihat dengan ada beberapa 
aparatur Pekon yang datang terlambat dan pulang sebelum waktunya. Selain 
itu kurangnya aparatur Desa (Pekon) yang kurang memadai dan kurang 
sarana dan prasarana Desa. Karena aparatur Pekon yang sudah lanjut usia 
menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap teknologi salah satunya 
tentang komputer, bapak Tohirin mengatakan bahwa ia kurang paham dalam 
mengedit-edit laporan, itu sebabnya dalam membuat laporan ia meminta 
bantuan dari bendahara desa yakni Ana. Dan Ana mengeluhkan tentang 
sarana dan prasarana Desa yang kurang memadai sebab setiap kali ia mau 
 mengeprint harus saling tunggu menunggu atau bergantian dengan yang 
lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pengahambat dalam 
pembangunan. Karena dalam membuat laporan sering kali terlambat. Selain 
itu, kurangnya pemahaman aparatur Desa (Pekon)  tentang arti Undang-
Undang Desa. Hal ini dirasakan juga dari masyarakat yang mengeluh karena 
ada beberapa jalan yang tak tunjung diperbaiki hanya di di onderland saja. 
 
B. Tinjuan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa (Pekon) Dalam 
Impelentasi Pembangunan Desa (Pekon) Pandansari Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 
 
Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa memiliki 
taanggungjawab dalam menjalankan roda pemerintahan serta berperan aktif 
dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan serta memiliki 
tanggungjawab dalam menjalankan peraturan Desa, sesuai dengan amanat 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena Desa tidak lagi 
merupakan tingkat adminitrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan daerah, 
melainkan menjadi Desa yang lebih mandiri dan maju. Desa memiliki hak 
asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat. Sehingga menciptakan pembangunan yang menuju 
masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 
Kepala Desa atau yang disebut dengan istilah kepala pekon, 
merupakan pemimpin dalam pemerintahan Desa (pekon). Sebagaimana 
pemimpin dalam Islam ditinjau dari fiqh siyasah disebut dengan imamah, 
khilafah, dan ulil amri. Sebagaimana diperintahkan untuk menaati Allah 
 SWT, Rosul beserta ulil amriyaitu pemimpin dalam Islam. Berdasarkan 
firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 59 sebagaimana berikut: 
                      
                             
           
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu kemudian juka kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalika ia kepada Allah 
(Al- Qur‟an) dan Rosul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59). 
 
Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting yang 
ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rosul, dan ulil amri. 
Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan untuk menaati pemimpin 
diantara kamu, secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin 
selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Kepala pekon adalah 
pemimpin penguasa tertinggi  didalam pemerintahan Desa. Kekuasaan ini 
harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika 
kekuasaan ini diselewengkan maka akan menimbulkan berbagai kerusakan. 
Kepala pekon merupakan pemimpin yang memiliki peranan sebagai kepala 
Desa secara umum sudah optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai 
kepala Desa. 
Hal tersebut tercermin dari sifat Rosulullah Saw yang dikaruniani 4 
sifat utama yaitu: Siddiq berarti jujur dalam segala perkataan dan perbuatan, 
masyarakat Pekon Pandansari mengatakan bahwa kepala Pekon Pandansari 
 dalam menjalankan pemerintahnnya jujur dalam perbuatan dan perkataan, 
hal ini terlihat dari adannya benner tentang keuangan Desa di depan balai 
Desa (Pekon). Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjalankan 
tanggungjawab,dalam melaksanakan pemerintahan Pekon, kepala Pekon 
sesuai dengan program kinerja dari pemerintah Pekon. 
Tabliq berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada 
masyarakatnya, dengan adanya benner di depan balai Pekon maka informasi 
tentang dana Desa bisa dilihat oleh masyarakat Pekon. Fathonah berarti 
cerdas dalam mengelolah anggaran dan masyarakatnya, berdasarkan 
program kerja pemerintah Pekon dalam mengelolah anggaran sesuai dengan 
program kerja atau pembangunan yang akan dilaksanakan. 
Dari sifat-sifat tersebut, kepala Pekon telah melaksanakan berbagai 
program pemerintahan Desa. Tetapi dalam melaksanakannya sikap kepala 
Pekon kurang tegas dan kurang medispinkan aparatur pekon. Seharusnya 
dalam memberikan keputusan lebih tegas dan cepat, serta memberikan 
kedisiplinan terhadap aparaturnya yang  kurang disiplin, selain itu kepala 
pekon Pandansari dalam menjalankan tugasnya kurang percaya kepada 
aparaturnya sehingga kinerja dari aparaturnya kurang maksimal.  
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 
tentang tugas kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa 
(Pekon) memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan dan kemajuan 
 suatu Desa. Kepala Desa Pandansari dalam menjalankan tugasnya, 
khusunya pembangunan sudah menetapkan asas transparansi dan sudah 
mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas 
wewenang dan kewajiban kepala Pekon dalam melaksanakan tugasnya, 
serta sudah menetapkan asas transparansi keterbukaan seperti keterbukaan 
informasi. 
Kurangnya melibatkan masyarakat Desa dalam merencanakan, 
melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang sudah 
dibangun. Hal ini juga yang membuat keberhasilan pelaksanaan 
pembangunan sangat bergantung kepada peranan pemerintah Desa dan 
masyarakatnya. Sehingga keduanya harus mampu mendukung satu sama 
lain. 
Dengan demikian menurut peneliti peran kepala pekon Pandansari 
dalam menjalankan tugasnya secara umum sudah menjalankan program 
Desa sebagaimana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-
undangan Desa. Akan tetapi, dalam melaksanakan nya kepala Pekon harus 
lebih mempertegas, disiplinan dan memberikan kepercayaan kepala Desa 
terhadap aparaturnya, serta kurangnya melibatkan masyarakat dalam setiap 
kegiatan pembangunan.  
 
 
 
 
 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Implementasi pembangunan didalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang pembangunan sudah terlaksana dalam melaksanakan 
pembangunan. Hal tersebut terlihat dari berbagai program pemerintah 
Pekon. Meskipun dalam pelaksanaanya kepala Pekon kurang tegas dalam 
mengambil sebuah keputusan dan kurang kepercayaan kepada 
aparaturnya, serta kurang melibatkan masyarakat dalam musyarawah 
selain itu juga anggaran yang terbatas juga merjadi salah satu faktor 
penghabat. 
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan bahwa seorang kepa Pekon 
dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta dalam menyampaikan 
amanah harus benar dan baik, sejauh ini peran pemimpin atau kepala 
Pekon dalam melaksanakan program pemerintahan khususnya dibidang 
pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur serta 
berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 
Meskipun pada kenyataannya kepala Pekon Desa Pandansari dalam 
menjalankan pemerintahnnya masih kurang tegas dan cekatan serta 
disiplin. 
 
 B. Saran 
Ditujukan kepada kepala Desa yang baru agar lebih bisa tegas dalam 
mengambil sebuah keputusan, dan lebih mendisiplinkan paratur P  ekon 
sehingga bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta 
melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga aspirasi 
masyarakat tersalurkan. Aparat Desa lebih memperhatikan Anggaran 
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa,  agar tercipta masyarakat yang lebih 
maju dan sejahtera.  
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